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MOTTO 

                           

                           

Artinya :  “Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha 

Penyayang”  “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan 

hukum di antara manusia hendaknya kamu menetampakannya 

dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran 

kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” 
*
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 Q.S An-Nisa ayat 58 
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ABSTRAK 

Muhammad Syaifudin, 2023: Urgensi Badan Peradilan Khusus Pemilihan Umum 

Kepala Daerah  Pasca Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.  
 

Kata Kunci: Badan Peradilan Khsus Pemilihan Umum Kepala Daerah. 
    

Sarana dalam menjalankan pemilihan umum menggunakan asas kedaulatan 

rakyat dimana hakikatnya pendelegasian merupakan pengakuan dari rakyat dan 

sekaligus merupakan pendelegasian wakil-wakilnya untuk menjalankan 

pemeintahan yang akan dipimpin. Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 22E 

dijelaskan tentang pemilihan umum, dan sengketa  Pemilihan Umum Kepala 

Daerah diselesaikan oleh Peradilan Khusus yang mana dijelaskan pada UU No.8 

Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, akan tetapi pembentukan 

peradilan khusus tersebut belum terimplementasikan.  

Fokus Penelitian dalam penelitian yaitu : 1.) Mengapa perlu terbentuknya 

Badan Peradilan Khusus Pemilukada yang berwenang dalam menangani sengketa  

pasca penetapan hasil pemilihan  Pilkada dan wakil Pilkada . 2.) Bagaimana 

konsep Badan peradilan khusus Pemilihan Umum dalam menangani  sengketa 

hasil Pemilihan Umum pasca penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. 

Tujuan Penelitian 1.)Menjelaskan perlunya pembentukan Badan Peradilan 

Khusus Pilkada yang berwenang menangani sengketa pasca penetapan hasil 

PIlkada, 2.)Menjelaskan konsep Badan  peradilan khusus Pemilu dalam 

menangani  pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil Pilkada  . 

Metode penelitian menggunakan  metode riset kepustakaan, jenis penelitian 

normative yuridis dalam pendekatan ini penelitian menggunakan pendekatan 

Undnag-Undang, pendekatan konsep, pendekatan sejarah. Penelitian ini  

menggunakan menggunakan analisis data deskriptif, keabsaan data dan pada 

sekripsi ini menggunakan triangulasi sumber dimana menggali data dan 

menganalisis dari beberapa rumber. 

Hasil penelitian ini yaitu : 1.) Dibentuknya badan peradilan khusus untuk 

menangani sengketa hasil pilkada di Indonesia. Alasan hukum Mahkamah Konstitusi 

dalam putusannya tersebut sebagai berikut: Pasal 24C ayat (1)  tidak menjelaskan 

mengenai wewenang MK untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala 

Daerah, Pilkada bukan dalam ranah Pemilihan Umum sehinggga penanganan 

perselisihan bukan tanggung jawab MK. Maka, dari itu penyelesaian sengketa harus 

di selesaikan diperadilan khsuus 2.) Konsep dari dibentuknya badan peradilan khusus 

yang menangani sengketa Pilkada ini dibentuk atas dasar peraturan yang mengatur. 

Peradilan khusus ini hanya menangani sengketa yang berkaitan dengan Pilkada yang 

tidak masuk dalam ranah Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa 

tersebut. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Negara Yang menerapkan Negara Hukum adalah Indonesia yang 

tertera dalam penjabaran Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945 atau selanjutnya disebut UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) yang 

menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”
1
 Secara 

umum prinsip Negara  Hukum yang menjalankan aturannya adalah manusia , 

oleh karena itu manusia harus menegakkan serta melaksanakan  aturan yang 

berlaku. Manusia hanyalah menerapkan hukum yang sudah diatur oeleh 

Negara.
2
  

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai “pemerintahan 

dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Namun, untuk mewujudkan makna 

tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan 

tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi 

demokrasi. Seperti dikatakan Laurence Whitehead sebagaimana dikutip dari 

jurnalnya siti zuhro dengan judul Demokrasi dan Pemilu 2019, konsolidasi 

demokrasi merupakan sebuah sarana dalam peningkatan prinsip komitmen 

dalam lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Demokrasi tidak 

hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga 

politik saja, namun juga dilevel masyarakat.  Demokrasi akan terkonsolidasi 

                                                           
1
 Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) 

2
 Achmad Edi Subiyanto, Hakim Konstitusi Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan,( 

Depok : Rajawali press, 2019) 58 



2 

 

 

bila politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil (political society, economic 

society, the state, dan civil society) mampu mengedepankan tindakan 

demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan.
3
 

Dalam UUD NRI 1945 Pasal 22E menjelaskan suatu ketentuan tentang 

pemilihan umum yaitu:  

(1) Pemilihan Umum dilaksanakan 5 tahun sekali dengan asas 

LUBERJURDIL 

(2) Pemilihan Umum ini di selenggarakan untuk memilih pemimpin 

kedudukan dalam anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden 

,serta DPRD. 

(3) Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD dari partai 

politik. 

(4) Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD dari perseorangan. 

(5) Pemilu diselenggarakan oleh komisi pemilu nasional, tetap, dan 

mandiri. 

(6) Ketentuan pemilu selanjutnya diatur dengan UU. 
4
 

 

Salah satu cara untuk mewujudkan Negara Indonesia yang Demokratis 

bisa dilakukan dengan menyelenggarakan Pemilihan Umum, dimana Pemilu 

menurut UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada Pasal 1 angka 1 adalah:  

 “Pemilihan Umum disebut sarana kedaulatan rakyat untuk memelih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan 

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil  (LUBER JURDIL) 

dalam Negara Republik Indonesia  berdasarkan Pancasila dan Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
5
  

 

 

                                                           
3
 R. Siti Zuhro, Demokrasi Dan Pemilu PRESIDEN 2019, Jurnal Penelitian Politik,Volume 16. 

No. 1 (Juni, 2019):70. 
4
 Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22E Ayat 1-6. 

5
 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 1 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Repubilk 

Indonesia Nomor 6109) 
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Pelaksanaan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dalam asas 

kedaulata rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan serta perwujudan dari 

hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak tersebut 

oleh rakyat kepada para wakilnya untuk menjalankan suatu pemerintahan,  

menurut M Rusli Karim dalam bukunya  Fajlurrahman Jurdi yang berjudul 

Hukum Tata Negara Indonesia dimana Pemilihan Umum yaitu tujuan dari 

demokrasi yaitu untuk menegakkan tatanan demokrasi kedaulatan rakyat yang 

didalamnya memiliki fungsi untuk menyehatkan serta menyempurnakan suatu 

demokrasi. Dalam hal ini, sebagai warna Negara Indonesia yang baik dan taat 

peraturan untuk menegakkan demokrasi di Indonesia  maka harus turut andil 

dan berpartisipasi dalam Pemilihan Umum.
6
 

Pemilihan Umum adalah salah satu cara bagi masyarakat guna 

menegakkan Demokrasi di Indonesia. Menegakkan kedaulatan rayat maka 

perlu diselenggarakan Pemilihan Umum. Demokrasi dalam suatu Negara yang 

di dalamnya terdapat sistem perwakilan salah satu partai politik. Jika akan 

mencalonkan diri menjadi pasangan calon dalam Pemilihan Umum maka 

harus berasal dari partai politik yang di ikutinya.
7
   

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia merpakan salah satu bentuk 

perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi yang ada di Indonesia. 

Pemilu merupakan suatu proses memilih atau menentukan seseorang untuk 

mengisi jabatan politik atau menjadi seorang pemimpin dan merupakan pesta 

                                                           
6
 Fajlurrahman Jurdi, Hukum Tata Negara Indonesia,(Jakarta: Prenamedia Group,2019),518. 

7
 Moh.Mahfud,Poltik Hukum Di Indonesia,(Jakarta : Rajawali Press,2020),60. 
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demokrasi yang sudah lama di Indonesia. Penyelenggaraan Pemilu di 

Indonesia  dilaksanakan  dari tahun ke tahun yaitu antaralain  : 

- Tahun 1955 akan tetapi pemilu pada tahun ini dikatakan tertunda 

karena faktor ketidakstabilan keamananya serta fokus pemerintahan dan 

rakyat mempertahankan kedaulatannya. 

- Tahun 1971 pemilu ke dua dilakukan pada tahun 1958 akan tetapi 

terjadi masalah mengenai keamanan maka dari itu dilakukan pada tahun 

1971 pemilihan tersebut berlangsung untuk memilih anggota DPR dan 

DPRD.  

- Tahun 1977 pemilu mulai dilaksanakan sesuai periodik setiap lima 

tahun 

- Tahun 1982,1989,1992,1997 di masa orde baru pemilu berlangsung 

secara periode lima tahun sekali. 

- Tahun 1999 dilakukan percepatan pemilu dikarenakan digulingkanya 

pada saat pemerintahan presiden Suharto. 

- Tahun 2004 tercatat sejarah baru dimana presiden dan wakil presiden 

bisa dpilih secara langsung. 

- Tahun 2009 dilakukan metode pemilu yang sama seperti sebelumnya 

dengan beberapa penyesuaian, 

- Tahun 2014 di lakukan pemilihan DPR, DPD, DPRD, Pada 9 april 

2014, dan pemilihan presiden dan wakil presiden 9 juli 2014 . 

- Tahun 2019 dilakukan pada 17 april 2019 diikuti 14 partai politik 

nasional dan 4 partai politik lokal aceh.
8
 

 

Dalam penyelenggaraan Pemilu melibatkan masyarakat Indonesia yang 

sudah  berusia 17 tahun dan sudah memiliki hak pilih untuk memilih wakil 

rakyat serta pemimpin yang akan menduduki kursi pemerintahan. Dengan 

diselenggarakanya pemilu di harapkan Negara Indonesia memiliki pemimpin 

atau wakil rakyat yang sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia. 

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dilaksanakan dengan asas 

LUBERJURDIL.
9
 

                                                           
8
Saldi Isra Dan Khairul Fahmi,Pemilihan Umum Demokratis,(Depok: Gafarindo 

Persada,2019),27-79 
9
 Asep Hidayat ,Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat, 

POLITICON:Jurnal Ilmu Politik,Volume 2, Nomor 1, Maret 2020,63. 
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Gerakan revormasi pada tahun 1998 mengamanahkan kepada Negara 

Indonesia untuk menyelenggarakan Pilkada. Dengan mempertimbangkan 

perlunya partisipasi masyarakat yang kuat agar bisa terlibat langsung dalam 

Pemilihan Umum untuk memilih pemimpinnya, maka dengan hal itu 

pemilihan kepala daerah menjadi momentum atau peristiwa demokrasi yang 

tidak kalah pentingnya dengan Pemilu presiden dan wakil presiden 

dikehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai wujud penerapan demokrasi, 

pilkada tidak hanya memenuhi hasrat untuk mengganti mekanisme lama 

pemilihan pemimpin dan wakilnya dengan gaya otoriterisme saja, namun juga 

secara filosofis ingin menggapai pelaksanan nilai-nilai demokrasi yang 

berkelanjutan, dengan cara mengembangkan partisipasi serta akuntabilitas 

dengan menyeluruh.
10

 

Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil Kepala daerah 

mencerminkan adanya partisipasi masyarakat dalam sebuah dinamika politik 

yang ada disuatu daerah. Cerminan terhadap partisipan tersebut menyaratkan 

penyelenggaraan pilkada yang demokratis sebagai syarat penting dalam 

pembentukan kepemimpinan sebuah daerah. Sebab, pilkada merupakan 

sebuah proses yang menjadi bagian dari legitimasi kekuasaan.
11

 Pemilukada  

menganut beberapa asas yaitu,asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

                                                           
10

 Suyatno, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal diIndonesia, 

Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1, (2), 2016, 213. 
11

 Idil Akbar, Pilkada Serentak Dan Geliat Dinamika Politik Dan Pemeritahan Lokal Indonesia, 

Jurnal Ilmu Pemerintahan Cosmogov, Vol.2, No.1, April 2016, 98. 



6 

 

 

adil. Hal ini berguna untuk menciptakan pilkada yang bersih dan 

berintegritas.
12

  

UUD 1945 menyebutkan jika pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota diselenggarakan dengan cara demokratis hal tersebut tercantum 

tepatnya pasal 18 ayat (4). Namun, pendapat Rozali Abdullah sebagaimana di 

kutip pada jurnalnya Nopyandri dengan judul Pilkada  Yang Demokratis 

Dalam Prespektif  UUD 1945 dengan demikian suatu wilayah di Indonesia 

memiliki beberapa daerah yang tidak lepas ketika pelaksanaan Pilkada yang 

diselenggarakan sama seperti penyelenggaraan Pilpres yang di pilih secara 

langsung.
13

 

Salah Satu contoh sengketa hasil pemilukada yaitu pada putusan MK  

dengan nomor perkara 140/PHP.BUP-XIV/2016 dimana pemohon atas nama 

H. Sugiarto dan dr. Moch. Dwi Koryanto, S,P,BS (paslon 1) melawan 

termohon atas nama dr.HJ. H.Faida, MMR dan Drs. KH. A. Muqit Arief 

(paslon 2). Bahwa pada putusan tersebut telah terjadi pelanggaran pada PKPU 

nomor 8 Tahun 2015 pasal 34 oleh paslon 2. Bahwa KPUD Kabupaten jember 

telah melanggar Pasal 34 junto pasal 51 junto  pasal 57 PKPU Nomor 8 tahun 

2015. Sehingga kenyataanya telah terjadi perbuatan melawan hukum. Terkait 

dnegan pembatalan penetapan perolehan suara hasil peilihan calon bupati dan 

wakil bupati maka pemohon mengajukan permohonan kepada MK. 

 

 

 

                                                           
12

 Fajlurrahman Jurdi, Hukum Tata Tata Negara Indonesia, (Jakarta:prenamedia groub,2019),566.  
13

 Nopyandri, Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis  Dalam Prespektif  UUD 1945, Jurnal 

Ilmu Hukum, (Volume 2, No 2):2 
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Tabel 1.1 

Perselisihan Hasil Pilkada Kab.Jember tahun 2015. 

 

 

 

No  

 

 

Jumlah Penduduk 

Perbedaan Perolehan Suara 

Berdasarkan Penetapan Perolehan Hasil 

Pemilihan Umum Oleh KPU/KIP 

Kabupaten/Kota. 

1. Sampai dengan 250.000 2% 

2. 250.000 s.d.500.000 1,5% 

3. 500.000 s.d. 1.000.000 1% 

4. 1.000.000 0,5% 

  Sumber Tabel : Putusan MK  No. 140/PHP.BUP-XIV/2016 

Pemohon memperoleh swbanyak 452.085 suara, sedangkan pasangan 

calon perselisihan suara terbanyak memperoleh sebanyak 525.519 suara. 

Sehingga terdapat selisish sejumlah 73.434 suara atau sebesar 6,52%. Bahwa 

menurut pemohon selisih suara pemohon tersebut di sebabkan karena adanya 

perbuatan yang di sengaja oleh Penyelenggara Pemilu (Pantarlih) dengan 

sengaja tidak membagikan C6 surat kepada pemilih yang berada di pihak 

pemilih aslon nomor 1 yang secara massif terjadi hamper di semua kecamatan, 

teradinya money politik dalam 16 kecamatan di kabupaten jember, Terjadi 

Daftar Pemilih Tetap bermasalah sebanyak 88.675 dimana sebanyak 2.302 

memiliki NIK ganda. 

Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 yang membatalkan kewenangan 

Mahkamah Konstitusi mengadili sengketa Pilkada. Ketidakstabilan lembaga 

yang berwenang didalamnya guna menyelesaikan sengketa hasil Pilkada akan 

mencederai prinsip kepastian hukum. Dalam hal ini, Amanat pembentukan 

badan peradilan khusus tidak memberikan suatu kepastian hukum dikarenakan 

tidak langsung dibentuk pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016. 
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Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu, UU Pilkada memang 

telah memberikan mandat. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 157 Ayat (3) 

UU Pilkada menyebutkan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara 

hasil O 25 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menyebutkan bawasanya peradilan 

khusus di bawah MA yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan 

Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Maka, Peradilan khusus dapat 

dibentuk melalui lingkungan Peradilan tersebut. 

Pembuat Undang-Undang mempunyai kewanangan untuk membentuk 

badan peradilan khusus, salah satunya yaitu badan peradilan khusus yang 

bertugas untuk menangani hasil sengketa Pilkada langsung hal ini diatur pada 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.  Pembentukan badan perasdilan 

khusus ini dapat dibenuk dalam 4 (empat) badan peradilan yang ada.  

Sebaiknya badan peradilan khusus ini dibentuk dalam naungan Badan PTUN 

dikarenakan PTUN mennyelesaikan sengketa perselisihan pemilihan  

administrasi dalam pemilukada secara langsung.
14

 

Atas banyaknaya pelanggaran pilkada yang terjadi, gagasan untuk 

pembentukan suatu Peradilan Khusus. Sarana pembentukan Peradilan Khusus 

untuk menyelesaikan sengketa. Jika badan peradilan khususu dapat dibentuk  

tentunya penyelsesaian sengketa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah tidak 

lagi di tangani MK, guna meringankan tugas MK dalam mengenai 

Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum, barangkali solusi serta pandangan 

penelitian ini akan menjadi solusi terbaik untuk mengurangi beban Mahkamah 

                                                           
14

 Yonata Harefa , Haposan Siallagan , Hisar Siregar, Urgensi Pembentukan Badan Peradilan 

Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung, Nommensen Journal of Legal 

Opinion,( Volume 01 Nomor 01 Juli 2020),151. 
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Konstitusi yang bertugas untuk mengatasi masalah konstitusional yang 

menjadi kewajiban dan kewenangan MK.  

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tertarik ntuk melakukan 

penelitian untuk mengetahui implementasi tentang kekosongan hukum tentang 

Peradilan Khusus dengan mengambil judul “Urgensi Badan Peradilan 

Khusus Pemilihan Umum Kepala Pasca Penetapan Hasil Pemilihan 

Kepala Daerah” 

B. Rumusan Masalah 

1. Mengapa perlu terbentuknya Badan Peradilan Khusus pemilihan umum 

Kepala daerah yang berwenang dalam menangani sengketa pasca 

penetapan hasil pemilihan  Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah?  

2. Bagaimana konsep Badan peradilan khusus Pemilihan Umum dalam 

menangani sengketa hasil Pemilihan Umum pasca penetapan hasil 

Pemilihan Umum Kepala Daerah ? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Menjelaskan perlunya pembentukan Badan Peradilan Khusus pemilihan 

umum Kepala daerah yang berwenang dalam menangani sengketa  pasca 

penetapan hasil pemilihan  Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah  

2. Menjelaskan konsep Badan  peradilan khusus Pemilihan Umum dalam 

menangani  pelanggaran Pemilihan Umum pasca penetapan hasil 

Pemilihan Umum Kepala Daerah . 
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D. Manfaat Penelitian  

Setelah dilakukannya penelitian dan hasil penelitian tersebut 

diharapkan bisa memberikan manfaat baik dari Teoretis, dan Praktis , sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoretis:  

a. Penelitian ini, diharapkan bisa memberikan manfaat atau kontribusi teoritis 

yakni bisa menambah pengetahuan publik terkait urgensi badan peradilan 

khusus dalam menyelesaikan sengketa Pilkada. 

b. Sebagai refrensi untuk mempelajari terkait dengan implementasi 

tentang peradilan khusus dalam menangani sengketa pasca 

pelaksanaan hasil Pilkada. 

c. Dengan penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat teoritis 

pengetahuan publik terkait urgensi peradilan khusus dalam 

menyelesaikan sengketa hasil Pilkada. 

2. Manfaat praktis :  

a. Bagi masyarakat:  

Diharapkan bisa memberikan wawasan atau pengetahuan 

kepada masyarakat terkait penyelesaian sengketa proses pemilu, serta 

untuk mengkaji dari sisi hukum terkait fungsi, tugas, dan wewenang 

dari pengadilan khusus pemilu apabila dibentuk suatu pengadilan baru 

dalam menyelesaikan sengketa proses pemilukada, mengingat 

pengadilan khusus pemilukada merupakan hukum yang dicita-citakan 

dalam menyelesaikan sengketa. 
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b.  Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember: 

Diharapkan bermanfaat untuk bisa menjadi sumber rujukan atau 

sumber data untuk mahasiswa lainya yang akan melakukan penelitian 

mengenai permasalahan terkait peran peradilan khusus dalam 

menyelesaikan permasalahan pasca hasil Pilkada serta menambah 

informasi bagi mahasiswa. 

c. Bagi Pemerintahan:  

Dengan adanya Penelitian Ini dapat bermanfaat untuk bisa 

mengetahui peran peradilan khusus serta pengimplementasian dan 

membantu dalam menangani sengketa Pasca hasil Pilkada. 

d. Bagi Penelitian:  

Bermanfaat untuk bisa menambah wawasan dan pengetahuan 

bagi penelitian, bahwasanya peradilan khusus memiliki peran untuk 

menangani pasca hasil Pilkada .  

E. Definisi Istilah  

1. Urgensi 

Urgensi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki 

makna yang mendesak dan hal sangat penting sehingga dapat dipahami 

bahwa urgensi mengarah pada suatu keadaan untuk segera diselesaikan 

dan ditangani dengan keharusan kepentingan masalah penting tersebut.
15

 

Maka dari itu sesuatu yang mendorong kita untuk cepat dalam 

menyelesaikan masalah yang harus segera di selesaikan. 

                                                           
15

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus Versi Online / daring 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/urgensi Diakses Pada 30 November 2022 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/urgensi
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2. Badan Peradilan Khusus  

Badan Peradilan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)  

memiliki makna sebagai badan atau organisasi yang diadakan oleh negara 

untuk megurus atau mengadili perselisihan. Dalam hal ini pengadilan 

maupun lembaga hukum memiliki tugas untuk memperbaiki untuk dapat 

dipahami bahwa peradilan disini memiliki arti sebagai suatu tempat yang 

untuk menyelesaikan permasalahan dalam hal ini berkaitan dengan norma 

hukum.
16

 

Khusus dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengartikan 

arti istimewa ataupun tidak umum.
17

 Yang mana tidak menyangkut 

semuanya hanya beberapa yang bersangkutan dalam suatu peradilan 

khusus tersebut atau mempunyai kekuasaan untuk memeriksa dan 

mengadili tentang sengketa dalam peradilan secara tersendiri. 

3. Pemilu (Pemilihan Umum) 

Pemilihan Umum dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

berasal dari kata dasar pemilihan yang mana pemilihan dilakukan serentak 

oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih rakyat dan sebagainya). 

Sarana kedaulatan rayat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan 

Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-

                                                           
16

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus Versi Online / daring 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peradilan Diakses Pada 30 November 2022 
17

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus Versi Online / daring 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/khusus Diakses Pada 30 November 2022 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peradilan
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebut dengan 

Pemilihan Umum. Pemilihan umum bisa dimaknai sebagai alat atau sarana 

guna melakukan pemilihan wakil rakyat dalam pelaksanaan pemerintahan 

yang ada dalam suatu negara. Pemaknaan terkait dengan Pemilihan Umum 

merupakan serangkaian cara untuk memilih para penjabat pemerintahan 

untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilihan 

umum yang dilakukan secara jujur, bersih, dan integritas merupakan salah 

satu cara untuk merawat dan melestatikan demokrasi yang ada di 

Indonesia. Dengan adanya pelaksanaan pemilihan umum, bisa mengupdate 

dan melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang memiliki visi dan misi 

untuk menjadikan negara Indonesia menjadi lebih baik dan maju.
18

 

4. Pilkada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) 

Pilkada Dalam dalam dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia) Pilkada merupakan singkatan dari pemilihan Kepala Daerah. 

Pemilihan ini dilakukan secara langsung oleh para daerah setempat yang 

telah memenuhi persyaratan dan hal ini dilakukan oleh: Gubernur dan 

Wakil Gubernur Untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati Untuk 

Kabupaten, Wali Kota dan Wakil Wali kota untuk Kota.
19

 Dengan 

terlaksananya hal ini, maka masyarakat bisa mengetahui pergantian dan 

pembaruan pemimpin yang akan menjadi kepala daerahnya. Calon yang 

nantinya akan di pilih oleh masyarakat berkaitan dengan Pemilu: Presiden 

                                                           
18

 Achmad Edi Subiyanto Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan 

Demokrasi Indonesia,  Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020,358. 
19

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus Versi Online / daring 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pilkada Diakses Pada 30 November 2022  

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pilkada
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Dan Wakil Presiden, Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, Walikota Dan Wakil Wali Kota serta yang antusianya para partai 

politik yang di mana berlomba-lomba untuk mencalonkan dirinya 

mewakili partai yang diikuti. 

F. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan merupakan penjelasan dari rangkaian yang di 

mulai pada Bab 1 yang berisi Pendahuluan sampai dengan Bab 5 yang berisi 

Penutup dan saran dalam skirpsi. Di bawah ini akan dijelaskan terkait  

beberapa Bab yang terdapat di penelitian skripsi ini, yakni :  

Bab 1 berisi tentang Pendahuluan dimana pada bab ini merupakan 

landasan atau alasan dalam pengambilan judul penelitian ini. Pada bab 1 ini 

terdapat latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

definisi istilah, serta sistematika pembahasan ini. Tujuan dan fungsi dari bab 1 

ini yaitu memperoleh gambaran secara umum terkait dengan pembahasan dari 

skripsi ini. 

Bab II berisi tentang kajian pustaka. Pada bab ini berisi penelitian 

terdahulu dan kajian teori. Kajian terdahulu memuat tentang penelitian 

terdahulu baik dari skripsi, tesis, dan disertasi. Penelitian terdahulu 

mencantumkan tentang nama, tahun, asal universitas, judul skripsi, rumusan 

masalah, metode penelitian dan pendekatan, serta persamaan dan perbedaan 

dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian 

teori berisi tentang pembahasan teori yang akan dijadikan prespektif dalam 

melakukan penelitian. Pembahasan teori secara luas dan mendalam akan 
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semakin memperkaya wawasan penelitan dalam mengkaji suatu permasalahan 

yang akan dilakukan penelitian sesuai dengan rumusan dan tujuan yang 

terdapat pada skripsi ini. 

Bab III berisi tentang metode penelitian yang memuat pendekatan dan 

jenis penelitian, loka, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis 

data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. 

Bab IV merupakan bagian inti dari skripsi ini karena didalamnya 

menjelaskan dan menjawab dari rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi 

ini. Pada bab ini menjelaskan terkait data-data yang diperoleh, Penyajian dan 

Analisis Data, berisikan pembahasan yang ada dalam fokus kajian. 

Bab V merupakan bagian akhir ataupun penutup dari penelitian atau 

penyusunan karya ilmiah yang berisikan kesimpulan maupun saran, peneliti 

akan melakukan penarikan kesimpulan dari apa yang sudah dikaji pada bab 

sebelumnya. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu 

1. A. Nur Indah Amaliah Camubar, Skripsi, 2021, Pembentukan 

Pengadilan Khusus Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Proses 

Pemilihan Umum, Universitas Hasanuddin Makassar. 

Isu hukum yang terdapat dalam skripsi ini yaitu dalam ajang 

Pemilihan Umum, tentunya akan ditemukan kemungkinan terjadinya suatu 

masalah, baik itu masalah besar bahkan kecil. Perlunya tempat guna 

menyelesaikan masalah atau sengketa yang terdapat pada saat Pemilihan 

Umum. Sengketa pemilu merupakan suatu perselisihan yang terjadi antara 

dua pihak atau lebih dan hal ini muncul oleh karena adanya suatu 

perbedaan penafsiran atau ketidaksepakatan yang berhubungan dengan 

fakta kegiatan dan peristiwa hukum. Akibat dari timbulnya pelanggaran 

pemilu ini, mengakibatkan munculnya gagasan untuk membentuk suatu 

pengadilan khusus, karena didalam pemilu juga dibentuk pengadilan 

khusus sebagai sarana penyelesaian sengketa proses pemilu.  

Rumusan masalah dalam skripsi yaitu 1. Bagaimanakah proses 

pembentukan pengadilan khusus dalam menyelesaikan sengketa proses 

Pemilihan Umum, 2. Untuk mengetahui fungsi, tugas, dan wewenang 

pengadilan khusus pemilu dalam sengketa proses Pemilihan Umum. 

Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian hukum 

normatif dengan menggunakan empat pendekatan yaitu 1. Pendekatan 
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undang-undang, 2. Pendekatan historis, 3. Pendekatan konseptual, 4. 

Pendekatan perbandingan. 

Kesimpulan dalam dalam skripsi ini, bahwasannya kedaulatan 

rakyat pada suatu Negara berada di tangan rakyat. Hal ini dilaksanakan 

sesuai Undang-undang dasar, yang menjelaskan bahwasannya rakyat 

memiliki kedaulatan tertinggi untuk dapat memilih calon pemimpin dalam 

suatu Negara yang memegang prinsip demokratis. Pemilihan Umum juga 

menimbulkan sengketa perselisihan antara dua pihak atau lebih yang 

ditimbulkan oleh karena perbedaan penafsiran. Saran dari skipsi ini yaitu 

perlu diadakan peradilan khusus pemilu untuk menyelesaikan sengketa.
21

 

Husein Umar berpendapat bahwasanya SOTA atau State Of The 

Art merupakan rancangan penelitian yang terperici dan menarik untuk 

dibandingikan dengan penelitian terdahulu. Adanya State Of The Art ini 

mencegah terjadinya plagiarism atau duplikasi dalam penelitian  dan 

bermanfaat untuk mengetahui ilmu pada masalah umum yangditeliti 

hingga dapat merumuskan penelitian yang bisa memberikan kontribusi.
22

 

Perbandingan secara rinci dalam penelitian ini yaitu jika pada 

penelitian terdahulu membahas tentang Pembentukan Pengadilan Khusus 

Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum namun 

pada penelitian ini membahas tentang Uegensi Peradilan Khusus 
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Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasca Penetapan Hasil Pemilihan Kepala 

Daerah. Pembaruan dalam penelitian terdahulu yaitu terkait pentingnya 

peradilan khusus untuk membantu MK dalam menyelesaikan sengketa 

hasil penetapan pilkada namun sampai saat ini pembentukan peradilan 

khsusu belum terealisasi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan lebih 

banyak informasi dari beberapa informan. Pendekatan pada penelitian ini 

yaitu kualitatif dimana dalam suatu proses penelitian menganalisis suatu 

undang undang yang mengatur tentang pembentuakan peradilan khusus. 

2. Heriyanto, Tesis, 2011, Tinjauan Analisis Normatif Yuridis Terhadap 

Pelaksanaan Putusan Sengketa Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Oleh Komisi 

Pemilihan Umum, Universitas Indonesia. 

 Isu hukum yang terdapat dalam skripsi ini yaitu pemilihan kepala 

daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui Pemilihan Umum, 

dan hal ini telah merubah wajah pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah. 

Dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat lokal, masyarakat bisa 

meminta pertanggungjawaban dari pejabat yang membuat kebijakan, salah 

satunya yaitu melalui Pemilihan Umum. 

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu, 1. Bagaimana dan apa 

latar belakang lahirnya kewenangan menyelesaikan sengketa 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di 

Indonesia?, 2. Bagaimana kerangka hukum penyelesaian sengketa 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di 
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Indonesia yang merupakan dasar penyelesaian sengketa penyelenggaraan 

Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia?, 3. 

Bagaimana pelaksaaan putusan sengketa penyelenggaran pemilihan kepala 

daerah dan wakil kepala daerah tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan 

Umum? 

Metodologi Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum 

normatif. Cara pengumpulan datanya melalui pencarian bahan 

kepustakaan, membaca, mempelajari, dan meneliti berbagai literatur yang 

merupakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. 

Kesimpulan dari skripsi ini yaitu penyelenggaraan pilkada 

merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat ditingkat lokal. Latar belakang 

lahirnya PTUN dan MK berfungsi untuk melindungi hak konstitusional 

warga negara terhadap tindakan dari organ Negara. Jika dihubungkan 

dengan penyelenggaraan pilkada, PTUN dan MK untuk menguji 

Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun saran dalam skripsi ini 

yaitu penulis dalam permasalahan pelaksanaan putusan PTUN dan MK 

oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pilkada 

mengajukan beberapa pilihan hukum sebagai tawaran antara lain yaitu 

pembatasan kompetensi absolut MK dan lembaga peradilan lainnya, 

pembatasan kompetisi absolut PTUN.
23
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3. Reki Wahyudi, Skripsi, 2022, Lembaga Negara Penyelesaian engketa 

Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia , Universitas Islam Riau 

Pekanbaru. 

Isu hukum yang terdapat dalam skripsi ini yaitu pelaksana pilkada 

dengan cara menegakkan kedaulatan sesuai hak manusia dalam pemilihan 

kepala darah sesuai hati nuraninya masing masing, sebab pemilihan 

langsung akan dilaksanakan dan banyak ekpektasi di berbagai daerah 

dalam hal  ini  justru hasil pemilihan bupati dan gunernur setelah dipilih 

tapi tidak ada terealisasi dalam tugas yang di janjikan sebagai bupati dan 

gubernur yang mana mempunyai tujuan untuk membangun rakyat yang 

baik, dan nampaknya nanti akan menyusahkan rakyat itu sendiri. Sering 

dijumpai banyak perbedaan pendapat, bahwa pemilu hanya dimaknai 

pemilihan legislatif dari presiden dan wakil presiden, sedangkan pilkada 

bukan di kategorikan dalam rezim pemilu dan ada yang menjadikan 

perlawanan juga antar paslon. 

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu 1. Bagaimana cara 

penyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Indonesia ?, 2. 

Siapakah Lembaga Negara yang akan menyelesaikan sengketa Hasil 

peilihan kepala daerah di Indonesia? 

Metode penelitian yang di pakai dalam skripsi ini yaitu dengan cara 

metode penelitian Normatif dalam hukum kepustakaan, metode 

pengumpulan data dengan mendapatkan dari berbagai macam buku, 
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peraturan perundang-undangan, serta tulisan tulisan yang terkait dalam 

penelitian skripsi ini. 

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu terdapat mekanisme 

penyelesaian sengketa hasil perselisihan pemilihan kepala daerah di 

Indonesia yaitu di Mahkamah Agung ternyata menimbulkan permasalahan 

hukum dimana putusan Mahkama Agung Ultra Petita. Perselisihan hasil 

pemilihan oleh MK pada dasarnya Pemilihan Kepala daerah adalah 

sengketa ketatanegaraan tetapi kewenangan yang diberikan tidak 

berdasarkan UU.
24

 

4. Ahmad Sujud Murtadlo, Skripsi, 2020, Kedudukan Mahkamah Syar’iyah 

Di Aceh Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.  

Isu  hukum yang terdapat dalam sekripi ini yaitu sebagai salah satu 

pelaksanaan kekuasaan kehakiman aceh mempunyai kekuasaan mahkamah 

syariah yang mengawal pelaksanaan syariat islam di aceh, memberikan 

dampak weweang oleh UU berupa memerikas, mengadili, memutus 

menyelesaikan perkara yang meliputi bidang. Mahkamah Syariah 

merupakan suatu akibat yang di timbulkan masyarakat aceh untuk 

menegakkan syariat islam secara menyeluruh. Mahkamah syariah ini 

sebagai peradilan khusus dan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia 

diatur dalam UU No 48 Tahun 2009 pasal 27 ayat (1) yang mana 

menjelaskan peradilan khusus dapat dibentuk dalam suatu lingkungan 
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peradilan dibawah Mahkama Agung. UU No 50 Tahun 2009 pasal 3A ayat 

(2) menjelaskan tentang peradilan agama melaikan peradilan syariah di 

aceh terdapat dua lingkup peradilan peradilan syariah dan peradilan umum 

dari dua perundang undangan ini yang mana menimulkan kedudukan 

mahmakam syariah aceh menjadi tidak jelas. 

 Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu 1.Bagaimana kompetensi 

absolut Mahkamah Syariah sebagai peradilan Khusus dalam sistem 

kekuasaan kehakiman di Indonesia?, 2 Apakah kedudukan Mahkamah 

Syar‟iyah sebagai peradilan khusus yang berada pada lingkungan 

peradilan agama dan peradilan umum sudah sesuai dengan sistem 

kekuasaan kehakiman di Indonesia? 

 Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu 

menggunakan pendekatan undang undang, memungkinkan peneliti untuk 

memahami apakah sudah sesuai antara satu peraturan perundang-undang 

dengan peraturan perundang-undangan, dan menggunakan penelitian 

singkronisasi hukum yang dimana mengatur tentang Mahkamah Syar‟iah 

di Aceh antara satu dan yang lainnya sudah sesuai. 

 Kesimpulan dalam sekripsi ini yaitu peradilan khsuus dapat 

dibentuk hanya pada salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah 

Agung. Sehingga kedudukan Mahkamah Syariah sejauh ini menjadi 

inkonstitus ional. berdasarkan kompetensi absolut yang dimiliki oleh 

Mahkamah Syariah dengan mengenai hukum keluarga ,hukum pidana, 

hukum perdata berdasarkan dengan hukum syariat  Islam suatu hukum 
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yang utuh dalam islam. Mahkama syariah seharusnya berada di peradilan 

agama saja. 
25

 

5. M. Fariz Amrullah, Skripsi, 2021, Konstitusionalitas Pembentukan Badan 

Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Di 

Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016) 

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 

Isu dalam skripsi ini yaitu penyelesaikan sengketa Pilkada yang ada 

di Indonesia pada mulanya kewenangan MA untuk sengketa hasil 

Pemilihan Umum gubernur dan wakil gubernur dan pengadilan tinggi 

untuk sengketa Pemilihan Umum bupati dan wakil bupati yang didasarkan 

dengan ketentuan pemerintahan daerah. Semua tanggungjawab ini 

dialihkan ke MK, berdasarkan 236C UU No 12 tahun 2008 tentang 

perubahan atas UU No 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Derah yang 

menjelaskan Penyelesaian hasil suara pilkada dan wakil oleh MA 

dialihkan kepada MK paling lama 18 bulan sejak UU ini diundangkan. 

Dijelaskan juga dalam Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU No 10 Tahun 

2016 tentang pemilihan Gubernur, bupati, dan walikota. Perselisihan hasil 

pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan Peradilan Khusus dimana 

dijelaskan pada pasal (1) badan peradilan khusus dibentuk sebelum 

pelaksanaan pemilihan serentak nasional. Selama ini penanganan sengketa 

hasil Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi (MK) hanya bersifat transisi 
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sambil menunggu terbentuknya badan peradilan khusus tersebut sesuai 

dengan amanat Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 yang membatalkan 

kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili sengketa Pilkada. 

Ketidakstabilan lembaga yang berwenang didalamnya guna menyelesaikan 

sengketa hasil Pilkada akan mencederai prinsip kepastian hukum. Dalam 

hal ini, Amanat pembentukan badan peradilan khusus tdak memberikan 

suatu kepastian hukum dikarenakan tidak langsung dibentuk pasca 

disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 

 Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu 1. Bagaimana 

konstitusionalitas pembentukan badan peradilan khusus dalam menangani 

sengketa hasil Pilkada di Indonesia? 2. Bagaimana implikasi hukum 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap pembentukan badan 

peradilan khusus? 

 Metode yang dipakai dalam skripsi ini yaitu menggunakan metode 

yuridis normatif dengan cara mengkaji dan meneliti bahan Pustaka yang 

ada dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam 

peraturan UU dan putusan-putusan pengadilan serta norma terdapat dalam 

masyarakat.  

 Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu berisi bagaimana Implikasi 

hukum yang timbul dari ketetapan UU No 10 Tahun 2016 terhadap 

pembentukan badan peradilan khusus adalah pencabutan kewenangan 

Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada di 

Indonesia serta mengharuskan pembentuk undang-undang untuk segera 
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merumuskan konsep dan gagasan yang ideal mengenai tindak lanjut  dari 

badan peradilan khusus tersebut.
26

 

Tabel 2.1 

Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Peneliti  

 

No

. 

Nama, Tahun, 

Asal 

Universitas 

Judul Skripsi 

dan Isu 

Hukum  

Metode 

Penelitian dan 

Pendekatan 

Persamaan Perbedaan 

1. A. Nur Indah 

Amaliah 

Camubar, 

2021, 

Universitas 

Hasanuddin 

Makassar. 

Pembentukan 

Pengadilan 

Khusus Sebagai 

Sarana 

Penyelesaian 

Sengketa Proses 

Pemilihan 

Umum. 

 

Isu hukumnya 

perlunya proses 

pembentukan 

pengadilan 

khusus dalam 

menyelesaikan 

sengketa proses 

Pemilihan 

Umum, dan 

penyelesaian 

sengketa pemilu 

di MK banyak 

yang tidak 

diterimah 

dikarenakan 

panyak 

pemohon yang 

memintak 

pemohonanya 

untuk segera 

diselesaikan 

sengketa proses 

pemilu bukan 

Penelitian 

Hukum 

Normatif. 

Pendekatan 

Undang 

Undang, 

historis, 

konseptual, 

dan 

perbandingan. 

Membahas 

terkait 

pilkada dan 

peradilan 

khusus. 

Menggunaka

n metode 

penelian 

hukum 

normatif. 

Pada skripsi 

penelitian 

membahas 

terkait urgensi 

peradilan 

khusus pasca 

Hasil 

pemilihan 

Kepala 

Daerah.  

Sedangkan 

skripsi 

terdahulu 

membahas 

terkait 

pembentukan 

pengadilan 

khusus dalam 

menyelesaikan 

sengketa 

proses pemilu. 
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No

. 

Nama, Tahun, 

Asal 

Universitas 

Judul Skripsi 

dan Isu 

Hukum  

Metode 

Penelitian dan 

Pendekatan 

Persamaan Perbedaan 

perselisihan 

hasil 

penghitungan 

suata pada 

pemilu  

2. Heriyanto, 

2011, 

Universitas 

Indonesia. 

Tinjauan 

Analisis 

Normatif 

Yuridis 

Terhadap 

Pelaksanaan 

Putusan 

Sengketa 

Penyelenggaraa

n Pemilihan 

Umum Kepala 

Daerah Dan 

Wakil Kepala 

Daerah Tahun 

2010 Oleh 

Komisi 

Pemilihan 

Umum. 

 

Isu Hukumnya 

bagaimana latar 

belakang 

lahirnya 

kewenangan 

menyelesaikan 

sengketa 

penyelenggaraa

n pemilihan 

kepala daerah 

dan wakil 

kepala daerah 

kalau   MK 

memutuskan 

No, 

45/PHPU.D-

VIII/2010 yang 

membatalkan 

pemenangan 

Penelitian 

hukum 

normatif , 

bahan 

kepustakaan, 

membaca, 

mempelajari, 

dan meneliti 

berbagai 

literatur 

Membahas 

mengenai 

Pemilihan 

Umum 

kepala daerah 

dan Wakil 

Kepala 

daerah, 

membahas 

juga tentang 

sengketa 

penyelenggar

aan 

Pemilihan 

Umum 

kepala daerah    

sktipsi 

penelitian 

membahas 

Uegensi 

peradilan 

khusus 

Pemilukada , 

sedangkan 

skripsi 

terdahulu  

membahsan 

mengenai 

pelaksanaan 

pemilu kepala 

daerah dan 

wakil kepala 

daerah oleh 

komisi 

Pemilihan 

Umum .   
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No

. 

Nama, Tahun, 

Asal 

Universitas 

Judul Skripsi 

dan Isu 

Hukum  

Metode 

Penelitian dan 

Pendekatan 

Persamaan Perbedaan 

pemilu kepada 

daerah dan 

wakil kepala 

darah kabupaten 

kota waringin 

barat H. 

Sugianto dan H. 

Eko soemarno, 

SH. Namun 

terhadap 

kabupaten 

mandalingi 

telah 

dilaksanakan 

oleh KPU 

berdasarkan 

putusan 

sengketa yang 

dilakukan oleh 

lembaga 

peradilan umum 

tidak 

dilaksanakan 

oleh komisi 

Pemilihan 

Umum maka 

akan dilakukan 

penelitian.  

3. Reki Wahyudi, 

2022, 

Universitas 

Islam Riau 

Pekanbaru 

Lembaga 

Negara 

Penyelesaian 

engketa Hasil 

Pemilihan 

Kepala Daerah 

Di Indonesia 

 

Isu Hukum 

pembentukan 

badan peradilan 

khusus semakin 

didukung di 

sejumlah 

kalangan akan 

Metode 

penelitian yang 

di pakai dalam 

skripsi ini 

yaitu dengan 

cara metode 

penelitian 

Normatif 

dalam hukum 

kepustakaan, 

metode 

pengumpulan 

data dengan 

mendapatkan 

dari berbagai 

Dalam 

skirpsinya 

membahas 

tentang cara 

menyelesaiak

an sengketa 

Pemilihan 

Umum 

kepala daerah 

dengan 

menganalisis 

permasalahan 

permasalahan 

yang timbul. 

penelitian 

membahas 

tentang urgensi 

Peradilan 

khusus yang 

sudah ada 

dalam undang-

undang akan 

tetapi 

bagaimana 

peran itu akan 

ada atau tidak 

dan bagaimana 

cara 

penyelesaian 
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No

. 

Nama, Tahun, 

Asal 

Universitas 

Judul Skripsi 

dan Isu 

Hukum  

Metode 

Penelitian dan 

Pendekatan 

Persamaan Perbedaan 

tetapi peradilan 

khusus tersebut 

masih dalam 

perencanaan 

pembentukan 

sehigga 

memerlukan 

suatu langkah 

untuk 

membentuk 

strategi untuk 

pembentukanya

yang diprediksi 

akan terealisasi 

dalam 

November 

2024. Apakah 

nanti 

pembentukan 

ini akan 

dilimpahkan di 

Pengadilan 

Tinggi Tata 

Usaha Negara. 

Atau diberikan 

wewenang ke 

Badan 

Pengawas 

Pemilu atau 

dengan tetap 

berada di tangan 

Mahkama 

Konstitusi. Atau 

justru di pegang 

sendiri oleh 

dibentuknya 

peradilan 

khusus 

pemilihan.  

macam buku, 

peraturan per 

undang 

undangan, 

serta tulisan 

tulisan yang 

terkait dalam 

penelitian 

skripsi ini 

sengketanya  , 

Sedangkan 

dalam skripsi 

ini membahas 

tentang kurang 

tanggung 

jawabnya 

dampak di 

akhir di saat 

melaksanakan 

tanggung 

jawabnya dan 

belum tahu 

siapa nantinya 

akan 

menyelesaikan 

sengketa 

tersebut  . 

4. Ahmad Sujud 

Murtadlo, 

2020, 

Universitas 

Kedudukan 

Mahkamah 

Syar‟iyah Di 

Aceh Dalam 

menggunakan 

pendekatan 

UU, 

memungkinka

Skripis ini 

dengan yang 

di teliti oleh 

peneliti 

Dalam 

penelitian 

membahas 

tentang 
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No

. 

Nama, Tahun, 

Asal 

Universitas 

Judul Skripsi 

dan Isu 

Hukum  

Metode 

Penelitian dan 

Pendekatan 

Persamaan Perbedaan 

Islam Negeri 

Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta 

Sistem 

Kekuasaan 

Kehakiman 

Republik 

Indonesia 

 

Isu Hukumnya 

dari dasar 

hukum  

Mahkama 

Syariah yakni 

Pasal 128 ayat 

(1) UU Nomor 

11 Tahun 2006. 

Kerancuan yang 

terjadi dan 

pembentuakn 

mahkamah 

syariah di aceh 

pada mulanya 

sudah di 

rencanakan oleh 

peradilan 

khusus 

melainkan juga 

diganti oleh 

kedudukan dari 

peradila agama 

di aceh namun 

dengan  

kewenangan 

yang lebih luas 

dibandingkan 

dengan 

pengadilan 

agama. 

Lahirnya 

mahkama 

syariah sebagai 

peradilan 

khsusus 

nyatanya 

menimbulkan 

n peneliti 

untuk 

memahami 

apakah sudah 

sesuai antara 

satu peraturan 

perUndang 

Undang 

dengan 

peraturan 

perundang 

undangan, dan 

menggunakan 

penelitian 

singkronisasi 

hukum yang 

dimana 

mengatur 

tentang 

Mahkamah 

Syar‟iah di 

Aceh 

membahas 

tentang 

kekuasaan 

kehakiman 

tentang 

peradilan 

khusus  

mahkamah 

konstitusi yang 

di mana 

membahas soal 

tentang 

peradilan 

khusus 

ditangan 

umum, 

Sedangkan 

dalam sekripsi 

ini dengan 

penelitian 

penulis  

Dari skripsi ini 

membahas 

tentang 

kedudukan 

mahkama 

syariah yang 

berada di 

peradilan 

khsus tentang 

peradilan 

syariah atau 

hukum adat 

yang di pakai 

dan yang mana 

itu melemah 

dikarenakan 

lebih 

mengutamakan 

konstitusi 

umum. 
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No

. 

Nama, Tahun, 

Asal 

Universitas 

Judul Skripsi 

dan Isu 

Hukum  

Metode 

Penelitian dan 

Pendekatan 

Persamaan Perbedaan 

banyak 

polemik.  
5. M. FARIZ 

AMRULLAH, 

2021, 

Universitas 

Islam Negeri 

Sultan 

Maulana 

Hasanuddin 

Banten 

Konstitusionalit

as Pembentukan 

Badan Peradilan 

Khusus Dalam 

Penyelesaian 

Sengketa Hasil 

Pilkada Di 

Indonesia 

(Analisis 

Undang-

Undang Nomor 

10 Tahun 2016) 

 

Isu Hukumnya 

kedudukan 

peradilan 

khusus mulai 

ditegaskan 

pasca disahkan 

UU No.48 

tahun 2009 

tentang 

kekuasaan 

kehakiman yang 

menggantikan 

UU No. 4 tahun 

2004. Dalam 

ketentuan ini 

dijelaskan 

tentang 

mengenai 

pengertian 

peradilan 

khusus dalam 

pasal 1 angka 

(8) 

pemebentukan 

peradilan 

khsusu pada  

pasal 28 ayat (1) 

dan dibolehnya 

Metode yang 

dipakai dalam 

skripsi ini 

yaitu 

menggunakan 

metode yuridis 

normatif 

dengan cara 

mengkaji dan 

meneliti bahan 

Pustaka yang 

ada dengan 

mengacu pada 

normanorma 

hukum yang 

terdapat dalam 

peraturan UU 

dan putusan 

putusan 

pengadilan 

serta norma 

terdapat dalam 

masyarakat.  

Dalam skripsi 

ini yaitu 

membahas 

tentang 

mengenai 

penyelesaian 

sengketa 

hasil pilkada 

yang berada 

di indonesia  

serta 

membahas 

tentang 

kepastian 

hukum dalam 

peradilan 

khusus 

Dalam 

penelitian 

tentang 

pentingnya 

peradilan 

khusus untuk 

membantu 

penyelesaian 

sengketa. , 

Terdapat 

dalam skripsi 

ini dengan 

peneliti yaitu 

skripsi 

membahas 

tentang 

kendala 

kendala dalam 

mahkama 

konstitusi  dan 

bagaimana 

caranya 

peradilan 

khsuus ikut 

serta. 
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No

. 

Nama, Tahun, 

Asal 

Universitas 

Judul Skripsi 

dan Isu 

Hukum  

Metode 

Penelitian dan 

Pendekatan 

Persamaan Perbedaan 

pengangkatan 

hakim yang 

sudah di 

tetapkan dalam 

pasal 32 ayat (1) 

mengenai 

pengangkatan 

hakim yang 

bertugas di 

peradilan 

khsuus  

 

 

B. Kajian Teori   

1. Teori Negara Hukum  Rechtsstaat dan Rule of Law   

Negara Hukum yaitu suatu Negara yang menjalankan 

pemerintahan sebagai penyelenggaraan negara dalam melaksanakan 

tanggung jawab kenegaraan terkait peraturan peraturan hukum yang 

berlaku yang disebut bahwa suatu negara tidak menurut kemauan 

perseorangan yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan yang 

tertulis dan dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk 

secara sah. Suatu negara yang terdapat hukum formal mempunyai batasan 

tindakan penguasaan, hal ini didasarkan dengan Undang-undang atau asas 

legalitas, sedangkan dalam negara hukum matriil tindakan dari penguasa 

dapat menyimpang dari Undang-undang atau berlaku asas oportunitas.
27
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1. Konsep Rechtsstaat 

Ditinjau dari segi perkembangannya, konsep Rechtsstaat telah 

berkembang dari konsep klasik ke konsep modern. Konsep klasik 

disebut dengan klassiek liberale en democratisch rechtsstaat disingkat 

democratisch rechtsstaat. Sedangkan Konsep modern disebut sociale 

rechtsstaat atau sociale democratische rechtsstaat. Asas yang meliputi 

prinsip-prinsip liberal atau asas demokrasi yang melandasi rechtsstaat 

antara lain: Asas hak hak politik, asas mayoritas, asas perwakilan, asas 

pertanggung jawaban, asas publik. Perkembangan konsep rechtsstaat 

klasik ke arah modern, disebabkan karena adanya krisis ekonomi yang 

melanda dunia setelah terjadinya perang dunia ke II. Konsep modern 

yang di sebut social rechtsstaat dikaitkan dengan fungsi Negara telah 

meluncurkan konsep baru yakni konsepnya merupakan hakikat 

sosiologi dan poitikologi.
28

  

2. Konsep Rule of Law 

Rule of Law tumbuh dan berkembang di negara yang menganut 

common law, sebagai perwujudan dari persamaan hak, kewajiban, dan 

derajat dihadapan hukum. Hal tersebut berdasarkan ada nilai-nilai hak 

asasi manusia dimana setiap warga negara dianggap sama di hadapan 

hukum dan mendapat jaminan hak-haknya melalui sistem hukum 

dalam negara tersebut. Jadi Rule of Law mengandung asas dignity of 

man  yang mengharuskan melindungi dari tindakan sewenang-wenang 

                                                           
28

 Baher Johan Nasution, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia, (Bandung: Cv. Mandar Maju, 
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pemerintah atau penguasa. Terciptanya tatanan keadilan dalam 

kehidupan berbangsa bernegara dimana masyarakat bisa memperoleh 

keadilan, kepastian hukum, rasa aman, serta jaminan  hak asasinya.
29

  

Sistem yang menopang Negara Hukum terdapat  beberapa 

signifikan antara konsep Rechtsstaat dan konsep Rule of Law. Konsep 

Rechtsstat lahir diperjuangkan menentang pemerintahan tanpa adanya 

peraturan perundang-undangan disertai dengan keputusan tertinggi 

berada di penguas yang membuka konsep untuk orang yang memiliki 

pengaruh besar pada masyarakat mengenai perubahan social yang 

terjadi dalam waktu cepat. Sebaliknya konsep the Rule of Law 

berkembang secara evolusioner yang mengartikan sifat mewariskan 

suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi lainya.
30

  

Konsep rechtsstaat bertumpu pada sistem continental yang di sebut 

civil law, sedangkan Rule of Law bertumpu pada sistem yang disebut 

common law. Karakteristik civil law adalah pelaksanaan pemerintah 

berdasarkan Hukum Positif (Adminsistratif),  sedangkan karakteristik 

Common Law adalah yurisprudensi yang dimana adalah putusan 

hakim(yudisial).
31

 Konsep ini mengarahkan pada sasaran salah satu 

yang utama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 
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manusia. Meskipun  dengan sasaran yang sama tetapi keduanya tetap 

berjalan dengan sistem atau tugasnya sendiri-sendiri. 

2. Konsep Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah  

Indonesia mempunyai sistem demokrasi dimana kekuasaan berada 

di tangan rakyat. Negara yang menganut sistem demokrasi, menganggap 

Pemilihan Umum sebagai tolak ukur demokrasi. Demokrasi di Indonesia 

salah satunya bisa di lihat dari negaranya Pemilihan Umum sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus bisa diakses oleh 

semua masyarakat. Pemilihan Umum sendiri bisa menjadi sarana bagi 

warga Negara untuk menyalurkan hak asasi yang sangat penting, terutama 

untuk menyalurkan hak pilihnya.
32

 . 

Dengan menggunakan sistiem ini banyak masyarakat yang akan 

memberikan keuntungan dan melindungi hak hak rakyat yang di mana 

peraturan itu disebut Konstitusi. Asas kedaulatan rakyat yang di kenal 

dengan asas demokrasi dan di kenal juga dalam konstitusi banyak Negara , 

meski demikian semua Negara mempunyai sistem atau mekanisme 

tersendiri untuk menjalankan asas tersebut, sembuah Negara yang dimana 

menganut sistem pemerintahan presidensial ini pastinya harus ada 

pemimpin.
33

 

Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, Pemilu 

memiliki fungsi sebagai wadah untuk menyaring calon-calon wakil rakyat 
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ataupun pemimpin negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk 

dapat mengatasi rakyat. Pemilu juga memiliki keterkaitan dengan prinsip 

Negara Hukum, karena melalui Pemilu rakyat dapat memilih wakil-

wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan 

pengawasan atau pelaksanaan kehendak rakyat yang ditentukan oleh 

wakil-wakil rakyat tersebut. Dengan adanya pemilu ini, maka hak asasi 

rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk 

mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum dan pemerintahan
34

 

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan kegiatan yang dilaksanakan 

selama lima tahun sekali dalam suatu pemilihan yang ada di Indonesia. 

Pergantian kekuasaan di negara demokrasi dinyatakan dengan pemilu yang 

di laksanakan secara damai serta berkala dengan memperhatiakan prinsip-

prinsip yang di tetapkan konstitusi, yang mana mempunyai tujuan mencipt 

akan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hukum 

dibuat dan ditegakan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak 

boleh dibuat main-main, ditafsirkan, dan tegakkan berdasakan kekuasaan 

semata . sebaliknya, demokrasi harus diatur berdasarkan atas hukum.
35

  

Mengacu pada pendapat ahli hukum salah satunya yaitu Jimly 

Asshiddiqie, bahwasanya Pemilihan Umum merupakan metode yang 

digunakan guna memilih dan menentukan wakil rakyat dengan cara yang 

demokratis. Dalam praktiknya, wakil rakyat yang dududk di parlemen 
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yaitu yang menjalankan kedudukan rakyat. Yang menentukan cara kerja 

pemerintahan yaitu wakil rakyat yang bertindak atas nama rakyat. Supaya 

wakil rakyat tersebut bisa sungguh-sungguh bertindak atas nama rakyat, 

maka harus dipilih melalui Pemilihan Umum dimana dipilih oleh rakyat. 
36

 

Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyar yang mana 

pernyataan ini sesuai dengan UUD 1945 tepatnya pada pasal 1 ayat (1).
37

 

Guna menjalankan dan menegakkan negara yang berdaulat, maka 

diperlukan pemimpin yang berasal dari wakil rakyat yang dipilih melalui 

Pemilu. Pemilu yang dilaksanakan sesuai dengan asas LUBERJURDIL 

merupakan salah satu cara menegakkan demokrasi. Pemilu juga dilakukan 

tanpa adanya kecurangan. Pemilihan Umum juga memiliki makna sebagai 

sarana demokrasi dalam pewujudan suatu sistem pemerintahan negara 

yang berkedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang 

Undang Dasar 1945.
38

 

Pemilu di Indonesia dimuat dalam Undang Undang Dasar 1945 

pada pasal 22E yang berisi tentang : 

(1) Pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali sesuai dengan 

asas LUBERJURDIL. 

(2) Pemilihan Umum ini dilakukan untuk memilih anggota DPR, 

DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD.  

(3) Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota 

DPRD adalah partai politik. 

(4) Peserta Permilu untuk memilih anggota DPD adalah 

perseorangan. 

(5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi Pemilu yang bersifat 

nasional, tetap, dan mandiri. 
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(6) Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilu diatur dengan undang-

undang.
39

  Berdasarkan Pasal 22E UUD 1945 bisa ditarik 

kesimpulan bahwasanya Pemilu di Indonesia diselenggarakan 

berdasarkan asas LUBERJURDIL  dengan tujuan untuk 

menegakkan demokrasi di Indonesia. 

 

Asas pemilihan umum  dalam Era Reformasi, dan orde baru 

menghadapi keanjlokan atau jatuh, asas dari Pemilihan Umum mengalami 

perubahan lagi  yaitu asas Jujur dan Adil (Jurdil). Terdapat beberapa asas 

yang akan masuk atau ditambahakan yaitu Langsung, Umum, Bebas, dan 

Rahasia (Luber), sudah dianggap lumrah jika pemilihan umum sering 

mengalami perubahan di setiap asas pada periode ke periode.
40

 

Pasal 2 UU No 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwasanya pelaksanaan 

Pemilu menganut beberapa asas yakni LUBERJURDIL.
41

 Sesuatu hal 

banyak yang menginginkan Pemilihan Umum bisa berjalanan dengan baik 

di jelaskan sebagai berikut : 

a. Asas Langsung  

Asas Langsung ini menjelaskan dimana asas yang dilakukan 

oleh rakyat untuk memilih dan mempunyai hak memberikan suara 

secara langsung tanpa adanya perwakilan hak suara.
42

 Hakekatnya 

suatu demokrasi adalah suatu bentuk pemilihan secara langsung 

dilakukan, dimana semua rakyat harus memilih karena selaras dengan 
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demokrasi yang dimana dari, oleh, dan untuk rakyat akan tetapi sistem 

ini belum terlaksana secara menyeluruh di Indonesia karena ada 

daerah yang mana masih menggunakan sistem noken yang 

menggantikan cara pemilihan langsung yang terdapat dalam daerah 

papua.
43

 

b. Asas Umum  

Asas Umum dimana masyarakat yang berusiah 17 tahun ke 

atas yang sudah memiliki kartu tanda penduduk dan memenuhi syarat 

berhak untuk mengikuti Pemilihan Umum
44

 warga yang sudah 

menikah maupun yang belum menikah berhak mempunyai hak untuk 

memilih juga. Asas Umum mengartikan menjamin siapapun untuk 

mendapat kesempatan bagi masyarakat seluruh Indonesia dan tidak 

adanya diskriminasi, tanpa memandang suku, ras, keyakinan, dan 

budaya, dengan ketentuan juga tidak memandang jenis kelamin 

dengan peraturan yang berlaku.
45

  

c. Asas Bebas  

Asas bebas ini mengartikan dimana masyarakat yang sudah 

bisa memilih pemimpin dengan menggunakan hak suaranya secara 

bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun, Kebebasan untuk 

memeilih serta menyuarakan pendapat yang di inginkanya termasuk 
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dalam suatu demokrasi yang baik dalam Pemilihan Umum. Maka dari 

itu kebebasan membuat membuat struktur ketertiban dan kondusif 

Pemilihan Umum yang baik.
46

 

d. Asas Rahasia  

Asas Rasasia dimana masyarakat yang menyuarakan hak 

suaranya tidak akan diketahui oleh siapapun jika pemilih suadah 

melakukan pemilihan calon pemimpin dan sudah keluar dari bilik 

penungutan suara sudah tidak berlaku lagi asas rahasia ini. Dengan hal 

ini bilik suara dibentuk sedemikian rupa  sangat tertutup rapat. Guna 

menjaga integritas Pemilihan Umum dan bisa juga dilepaskan atau 

tidak rahasia tergantung keinginan dari pemilihnya dan kesepakatan 

pemilih.
47

 

e. Asas Jujur 

Asas Jujur dalam pemilihan umum mencakup kinerja suatu 

petugas Pemilihan Umum, pegawas, panitia, serta peserta yang akan 

memilih harus bersikap jujur agar tidak ada kecurangan.
48

 Pemilihan 

umum tidak boleh memanipulasi data atau memanipulasi hasil 

Pemilihan Umum guna kepentingan partai atau organisasi tidak boleh 

mendoktrin warga untuk memberikan hak pilihnya. Kejujuran harus 

dimiliki oleh semua pihak agar hasil yang di lakukan Pemilihan 
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Umum tersebut dianggap baik dan sesuai dengan asas jujur. Perilaku 

jujur sangat penting agar tidak merugikan pihak lain.
49

 

f. Asas Adil  

Asas Adil merupakan tidak adaya pengecualian jadi semua 

diperlakukan yang sama serta mengacu pada yang benar. Dalam 

melaksanakan Pemilu, semua orang mendapatkan hak yang sama 

tanpa adanya perbedaan. Asas ini dilahirkan khusus kepada 

penyelenggara pemilu dan pemerintah yang mempunyai hajat dalam 

peserta demokrasi. Keadilan dalam suatu Negara dianggap vital 

karena ada tolak ukur kedamaian.
50

 

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 

Penyelenggaraan Pilkada yang ada di Indonesia dilakukan secara 

demokratis dan sesuai asas LUBERJURDIL. Ketika membuat suatu 

aturan yang berlaku dimasyarakat maka harus melibatkan masyarakat 

agar sesuai dengan kehidupan bermasyarakat dan tidak menyimpang. 

Dengan tujuan mendapat persetujuan dari  masyarakat dan suatu 

aturan atau hukum yang berlaku tidak lepas dari masyarakat. 
51

 

Dilakunnya Pilkada agar ada Pemipin yang memimpin disetiap 

daerah yang ada di Indonesia. Baik ditingkat provinsi maupun 
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Kabupaten/kota terkait jabatan antara Gubernur dan Bupati yaitu 5 

tahun menjaba. Pilkada ini dilaksnakan dan dipilih langsung oleh 

rakyat.
52

 

Dilaksanakannya Pilkda agar tidak adanya kekosongan 

pemimpin dalam tiap daerah dan mengimbangi adanya Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden. Dengan dilaksanakannya Pilkada maka 

bisa menegakkan demokrasi yang ada di negara di Indonesia dan 

masyarakat bisa sadar terkait pentingnya memilih pemimpin untuk 5 

tahun yang akan datang.
53

 

Mengenai implementasi demokrasi dalam Pemilihan Umum 

Kepala Daerah yaitu termasuk dalam asas yang lebih menonjol yaitu 

asas langsung, pemiham secara langsung menujukan kalau masyarakat 

ikut andil dalam Pemilihan Umum. Dalam halnya keungguluan yang 

terdapat dalam pemilihan langsung yaitu membuka akses seluas 

mungkin pendapat atau suara masyarakat dalam menentukan 

pemimpin pemerintahan yang mana akan memimpin daerahnya. 

Sebagaimana dikatakan oleh  Jhon Stuart Mill dalam jurnalnya 

Muhadam Labolo tentang Menimbang Kembali Alternatif Mekanisme 

Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia  mengatakan setiap minoritas 

dihargai dalam partisipasi demokrasi. Lebih dari itu, setiap individu 
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yang terlibat dalam proses demokrasi sekecil apapun harus 

bertanggung jawab.
54

 

Beberapa sengketa yang terdapat dalam pemilihan umum yang 

dimana terdapat suatu permasalahan mengenai hasil pemilihan umum 

Khusus kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan 

perselisihan hasil pemilihan umum, hal itu merupakan kewenangan 

yang sejalan dengan iklim demokratisasi yang kini tengah dibangun 

oleh Indonesia. Kewenangan ini selain menciptakan balancing power 

antar organ negara, juga memberi peluang bagi masyarakat yang 

dirugikan hak-haknya dalam pemilu untuk mencari keadilan melalui 

Mahkamah Konstitusi dalam iklim politik demokratis.
55

 

Praktik praktik pelanggaran seperti contoh di atas juga sering 

kita temukan dalam suatu proses pemilihan kepala daerah. Ada pun 

lima macam pelanggaran dan sengketa dalam pilkada, sebagai berikut:  

a. Pelanggaran Kode Etik. Dalam kode etik seharusnya untuk 

menjaga kemandirian, integritas, angkutabilitas, profesionalitas, 

kredibilitas penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah  

b. Pelanggaran Administrasi  dalam administrasi ini terdapat 

pelanggaran mengenai tata cara, prosedur, dan mekanisme yang 

berkaitan dengan administrasi pelaksanaan penyelenggaraan di 

setiap tahap pemilihan umum kepala daerah 
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c. Pelanggaran Tindak Pidana dalam tindakan pidana yang mengenai 

pemilihan dengan cara pelanggaran kejahatan terhadap ketentuan 

pemilihan sebagian yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang undangan. Salah satu pelanggaran yaitu bermain uang 

politik yang sudah di jelaskan di sengketa diatas, ujar kebencian 

dalam calon lain. 

d. Pelanggaran Tata Usaha Negara dalam pelanggaran Tata Usaha 

Negara ini mengenai sengketa yang timbul dalam pemilihan antara 

calon gubernur, wakil gubernur, calon bupati, wakil bupati, calon 

walikota, wakil walikota dengan KPU Provinsi atau KPU 

Kabupaten. Yang dimana sering terdapat sengketa yaitu penetapan 

pasangan bakal menjadi calon resmi oleh komisi pemilihan umum. 

e. Pelanggaran hasil Pemilihan yang biasanya timbul seperti 

perselisihan hasil KPU Provinsi dan KPU Kabupaten serta peserta 

pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan 

umum kepala daerah .
56

 

Sengketa hasil pemilihan kepala daerah Sebaik apapun suatu 

negara yang menganggap uatu negara yang menganggap negaranya 

demokratis tidak bisa dikatakan demokratis jika kepala negara atau 

pemimpin disetiap daerah cara pemilihannya tidak bebas dan langsung 

atau ada paksaan dari oknum tertentu. Tegaknya demokrasi salah 

satunya yaitu dengan adanya penyelanggaraan Pemillu sesuai asas 
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LUBERJURDIL.
57

 Secara umum disebutkan jika pemilihan kepala 

daerah secara langsung itu lebih demokratis. Setidaknya ada dua 

alasan terkait gagasan diperlukannya pelaksanaan pemilihan langsung 

dilaksanakan. Pertama, guna lebih membuka pintu bagi tampilnya 

kepala daerah yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Kedua, guna 

menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah di jatuhkan 

ditengah jalan. 
58

  

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 dipandang menjadi solusi terhadap sistem yang lama. (Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999) Karen DPRD tidak lagi berwenang 

memilih kepala daerah, dengan demikian peluang DPRD untuk dapat 

“menjatuhkan” kepala daerah tidak akan semudah sebelumnya. 

Terdapat lembaga lain yang akan terlibat dalam proses tersebut yaitu 

lembaga peradilan.
59

  

Penyelesaian sengketa hasil Pilkada di Indonesia oleh 

Mahkamah Konstitusi memunculkan masalah baru karena berbenturan 

dengan aturan hukum yang berlaku. Juga melihat dari banyaknya 

perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, baik uji materiil 

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar maupun sengketa 

hasil Pilkada dengan batas waktu yang cukup singkat menimbulkan 
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keraguan dari berbagai pihak terhadap kualitas putusan Mahkamah 

Konstitusi dengan beban kerja yang sangat berat. Hal ini 

mengakibatkan tidak terjaminnya asas kepastian hukum yang dapat 

menimbulkan gangguan.
60

 

Undang-Undang yang berlaku Pemilihan dilaksanakan secara 

langsung. Pemilihan langsung dijadikan solusi untuk menjawab 

polemik-polemik Pemilihan tidak langsung dan dianggap dapat 

menyelesaikan permasalahan yang ada namun sangat disayangkan 

Pemilihan secara langsung ternyata masih memiliki banyak 

kekurangan. Apabila disimpulkan, kekurangan dari Pemilihan 

langsung dapat dilihat secara nyata, dari banyaknya kasus-kasus yang 

timbul bahkan dari sebelum pelaksanaan pemilihan hingga hasil dari 

pemilihan tersebut.
61

 

Sengketa hasil pemilukada yaitu pada putusan MK  dengan 

nomor perkara 140/PHP.BUP-XIV/2016 dimana pemohon atas nama 

H. Sugiarto dan dr. Moch. Dwi Koryanto, S,P,BS (paslon 1) melawan 

termohon atas nama dr. HJ. H.Faida, MMR dan Drs. KH. A. Muqit 

Arief (paslon 2). Bahwa pada putusan tersebut telah terjadi 

pelanggaran pada PKPU nomor 8 Tahun 2015 pasal 34 oleh paslon 2. 

Bahwa KPUD Kabupaten jember telah melanggar Pasal 34 junto pasal 
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51 junto  pasal 57 PKPU Nomor 8 tahun 2015. Sehingga kenyataanya 

telah terjadi perbuatan melawan hukum. Dengan adanya pembatalan 

penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil 

bupati maka pihak pemohon mengajukan permohonan.
62

 

Tabel 2.2    

 Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon 
 

No  Nama Pasangan Calon  Perolehan 

1. Pasangan No Urut 1(Pemohon) 452.085 

2. Pasangan No Urut 2 525.519 

 Jumlah suara  977.604 

Sumber Table: Putusan MK  No. 140/PHP.BUP-XIV/2016 

(Berdasarkan Tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua 

dengan perolehan suara sebanyak 452.085 suara)
63

 

UUD 1945 mengatur terkait hal apa saja yang masuk dalam 

kewenangan MK,yaitu “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili 

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 

menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus 

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan 

oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan 

memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”. Pernyataan 

tersbeut tercantum dalam pasal 24C ayat (1).
64
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Perselisihan pasca penetapan hasil pemilihan umum kepala 

daerah dapat mempengaruhi penetapan calon yang akan maju 

keputaran selanjutnya untuk mendapatkan penetapan calon terpilih. 

Sebelum terbentuknya badan peradilan khusus perkara perselisihan 

penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh 

Mahkamah Konstitusi. Peserta pemiliahan dapat mengajukan 

permohonan terkait pembatalan penetapan hasil penghitungan 

perolehan suara oleh KPU ditingkat provinsi dan kabupaten/kota 

kepada Mahkamah Konstitusi  sejak diumumkannya penetapan 

perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU provinsi dan 

kabupaten/kota dengan durasi maksimal 3 x 24 jam. 

Pengajuan permohonann tersebut harus dilengkapi dengan alat 

bukti keputusan KPU provinsi dan kabupaten/kota. Terkait hasil 

rekapitulasi penghitungan suara jika ditemukan permohonan yang 

kurang lengkap maka pemohon bisa melengkapi berkas 

permohonannya dengan durasi maksimal 3 x 24 jam mulai Mahkamah 

Konstitusi menerima permohonan tersebut. Dalam memutuskan 

perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan Mahkamah Konstitusi 

memiliki waktu paling lama 40 hari sejak di terimanya permohonan, 

dan putusanya bersifat final dan mengikat, KPU provinsi dan 

kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan Makhamah 

Konstitusi.
65
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Alasan dari membludaknya kasus yang timbul dapat dilihat 

dari Sejak diberikannya kewenangan dalam menyelesaikan 

perselisihan hasil pemilohan umum (PHPU) Kepala Daerah sampai 

sekarang ini, MK Melalui putusannya melakukan berbagai terobosan 

hukum yang menjaga agar Pemilu tetap terlaksana secara demokratis. 

Bkan berarti dalam penanganan PHPU, MK tidak mengalami banyak 

tantangan. Pengalaman MK dalam memutus PHPU Kepala Daerah, 

menunjukan banyak pelanggaran administratif dan pidana yang terjadi 

dalam pemilukada belum terselesaikan dengan baik ketika 

perselisihan tersebut masuk menjadi perkara MK. Padahal 

kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut merupakan 

tugas KPU dan Kepolisian, bukan MK. Di sisi lain pelanggaran 

administratif dan pidana seringkali bersinggungan dengan pokok 

permohonan yang harus diputus oleh MK. Sehingga MK harus 

memberi putusan atas kewenangannya.
66

 

3. Konsep Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil 

Kepala Daerah   

Pengadilan dalam kamus besar bahasa Indonesia mengartikan 

peradilan memiliki makna sebagai badan atau organisasi yang di adakan 

oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan segala sesuatu 

mengenai perkara pengadilan maupun lembaga hukum bertugas 
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memperbaiki.
67

 Pendapat dari Mr. J. Van Kan dalam skripsinya A. nur 

indah amaliah camubar dengan judul Pembentukan Peradilan Khusus 

Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. 

Pendapatnya, peradilan ialah pekerjaan hakim dan badan pengadilan. 

Hakim dan pengadilan merupakan badan penguasa dengan tugas untuk 

memeriksa sengketa tetang hokum atau memeriksa gugatan dan badan 

tersebut akan memberi putusan hukum.
68

 

Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu berdasarkan pada 

UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 memang menjelaskan 

pembentukannya, sebagaimana pada Pasal 157 berbunyi : 

Ayat (1) UU Pilkada yang menyebutkan perkara perselisihan hasil 

pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.  

Ayat (2) berisi ketentuan badan peradilan khusus sebagaimana 

dimaksud Ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu serentak 

nasional.  

Kemudian pada Ayat (3) Undang-Undang tersebut menyebutkan 

perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan 

diperiksa dan diadili Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya 

badan peradilan khusus. 
69

 

 

Berdasarkan Perkembangannya Mahkamah Konstitusi melalui 

Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, menyatakan bahwa frasa “sampai 

dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-
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Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (selanjutnya disebut UU Pemilukada) bertentangan dengan UUD 

NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
70

 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang 

kekuasaan kehakiman, pada Pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa 

pengadilan khusus merupakan pengadilan yang memiliki kewenangan 

untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara tertentu yang hanya dapat 

di bentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di 

bawah mahkama agung (MA) yang di atur dalam undang undang.
71

 

 Pada tahun 2015 keluarlah Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang pada pasal 157 menyebutkan bahwa penyelesaian 

sengketa hasil pemilihan kepala daerah diselesaikan melalui badan 

peradilan khusus yang akan dibentuk sebelum dimulainya pilkada serentak 
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dan sebelum terbentuknya badan peradilan khusus, perkara perselisihan 

hasil pilkada akan ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
72

 

Peradilan Khusus dalam Pilkada adalah tersedianya sesuatu yang 

berisi metode yang detail serta sanksi dan penegakan hukum yang baik, 

juga perlu kesiapan aspek kultur dan kesadaran politik yang baik dari 

penyelenggara, calon, serta pemilih maka dari  itu pelaksanaan pemilihan 

harus dilaksanakan dengan sisitem yang baik dan integritas, antara lain 

melalui hukum materiil maupun formil yang berlaku. Memiliki sifat yang 

mengikat dan menjadi acuan bagi penyelenggara pilkada. Peradilan khusus 

Pilkada harus segera dibentuk karena hal ini menjadi amanah undang-

undang.
73

 

Peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan 

Kepala Daerah harus segera dibentuk. Lembaga peradilan yang bersifat 

sementara yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa 

pilkada yaitu Mahkamah Konstitusi. Pembentuk Undang-Undang perlu 

menyusun dan mengesahkan rancangan bangun sistem peradilan khusus 

dalam suatu undang-undang atau dengan undang-undang yang khusus 

mengatur tentang Peradilan Khusus Sengketa Hasil Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota (Peradilan Khusus Pilkada). Adanya Peradilan 
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Khusus Pilkada bertujuan untuk menerapkan prinsip Negara Hukum yaitu 

menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan, khususnya dalam 

konteks Pilkada 
74

 

4. Konsep Peradilan Tata Usaha Negara  

Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang berfungsi 

untuk menyelenggarakan urusan pemerintah pusat maupun daerah, 

kegiatan ini sifatnya eksekutif.
75

 Penjajahan Hindi belanda saat itu tidak 

adanya pembentukan badan peradilan secara khsusus atau instansi yang 

menaungi tentang administrasi yang mana pemerintahanya dalam 

memeriksa dan menyelesaikan sengketa administrasi atau Tata usaha 

Negara. Dalam bidang administrasi ini, yang berwenang memeriksa dan 

memutus suatu permasalahan administrasi yaitu instansi yang netral 

terhadap suatu peristiwa yang kongkrit untuk kemudian melakukan proses 

memeriksa sesuai dengan norma hukum. Dapat dibentuknya badan 

peradilan  kususu tentang Tata Usaha Negara, harus memenuhi syarat-

syarat berikut :  

a. Adanya instansi yang netral yang mana pembentukanya berdasarkan 

Undang Undang sehingga mempunyai kewenangan dalam memeriksa 

putusan. 

b. Adanya peristiwa yang kongkrit yang harus adanya kepastian hukum  
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c. Terdapat peraturan hukum yang yang mengikat secara umum dan 

peraturan hukum yang abstrak.  

d. Terdapat dua pihak atau lebih  

e. Adanya hukum Formal.
76

 

Suatu perkara Administrasi Negara yang dimaksud yaitu suatu 

perkara  yang tidak termasuk dari pelanggaran hukum pidana ataupun 

pelanggaran hukum perdata melainkan untuk persengketaan atau konflik 

yang mengacu dalam suatu pembahasan  yang dituju atau ketentuan 

undang undang dalam arti luas. Terdapat dua gologan yang membedakan 

peradilan administrasi sebagai berikut: peradilan administrasi menjelaskan 

yang berkaitan dengan penyelesaian internal yang umumnya merupakan 

suatu persoalan bersifat yuridiksi antara satu intansi dengan intansi lainya, 

dan peradilan administrative yaitu seseorang atau beberapa orang warga 

masyarakat atau segketa ini terdapat dengan banyaknya macam dan 

keragamanya dengan pihak luar eksternal.
77

  

Peradila Tata Usaha Negara dapat memperoleh sarana untuk 

keadilan dalam hukum. Dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara 

merupakan wujud untuk menegakkan keadilan mealui persidangan. UUD 

1945 pasal 24 menjadi Dasar konstitusi pembentukan PTUN yang 

menjelaskan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkama Agung 

dan lain-lainya badan kehakiman menurut Undang-Undang, susunan 

kekuasaan badan–badan kehakiman juga di atur dalam Undang-Undang. 
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Dibawah naungan mahkama agung lingkungan Peradilan Umum, 

Peradilan Agama, Peradilan Milter, Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan 

adanya bunyi pasal tersebut dasar pembentukan Peradilan Tata Usaha 

Negara yang bebas dan mandiri ternyata sudah cukup kuat. 
78

 

Badan Peradilan Tata Usaha Negara ini merupakan lingkungan 

peradilan baru di Indonesia.  Pada saat itu sudah dikelarkanya UU Nomor 

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pada pasal 145 

dinyatakan bahwa mulai berlakunya pada tanggal diundangkan dan 

penerapannya akan diatur bersama peraturan pemerintah paling lambat 

lima tahun sejak Undang-Undang ini di undangkanya. lingkungan 

peradilan yang baru dibentuk dalam pembentukanya melalui proses 

perencanaan serta persiapan yang matang oleh pemerintahan, mengenai 

sarana prasarana baik personil maupun matriil.
79

  

Pasal 4 UU Nomor. 5 Tahun 1986 menjelaskan Peradilan Tata 

Usaha Negara adalah salah satu  pelaksana kekuasaan kehakiman 

bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha 

Negara.
80

 

  
Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa timbul dalam bidang 

Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata atau dengan 

pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat  

dikeluarkanya peraturan perundang-undang yang berlaku. Adapun yang 

dimaksud dalam keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan keputusan 
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pada  UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 5 

Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan suatu 

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha 

Negara yang berisikan suatu tindakan hukum Tata Usaha Negara yang 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, 

individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau 

badan hukum perdata. Peradilan Tata Usaha Negara menangani sengketa 

dibidang tata usaha negara.  Adapun perubahan ke tiga  UU Nomor 51 

Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas  UU Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Metode merupakan suatu penyelidikan yang menmpuh suatu jalan tertentu 

untuk mecapai sebuah tujuan, mengandung arti penelitian yang tidak bekerja 

secara acak, dengan menggunakan langkah-langkah yang jelas.
81

  Terdapat istilah 

lain Metodologi yang memiliki arti cara, metode, proses, aturan penelitian, dan 

teknik. Suatu tahapan yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk 

mengumpulkan dan analisis data. Penelitian diartikan dengan suatu proses 

pengumpulan yang teratur dan analisis tepat terhadap suatu data untuk tujuan 

tertentu yang dilakukan secara berkala.
82

 Metodologi penelitian ialah cara yang 

dilakukan oleh penelitian dengan menyusun secara terstruktur guna mendapatkan 

atau mengumpulkan data dan informasi dalam melakukan penelitian pada subjek 

atau objek yang akan dituju oleh peneliti untuk menyelesaikan proses yang akan 

di teliti.
83

 Maka untuk hal ini penulis akan lebih terkoordinasi dan logis, maka 

diperlukan suatu strategi yang sesuai dengan penjelasan dan data yang dimaksud, 

mengingat kemampuan ini sebagai suatu cara untuk menyelesaikan sesuatu agar 

dapat memberikan hasil yang dapat diterima, dan selanjutnya metode penelitian 

merupakan suatu kegiatan sehingga para penulis bisa menemukan dan mencapai 

hasil yang valid. 
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A. Metode atau Jenis Penelitian  

Metode penelitian ini juga memanfaatka riset kepustakaan. Penelitian 

kepustakaan akan menjadi penelitian yang menyorot dan mengfokuskan jenis 

yuridis normative. Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya 

“hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan 

hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan 

pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. 

Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, 

juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.
84

 Penelitian 

dipustakaan untuk mendapatkan informasi tanpa  mengarahkan pemeriksaan 

dilapangan.
85

  

Penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan menganalisis dan 

melakukan telaah terhadap sumber sumber tersusun yang di identifikasi 

dengan objek kajian sehingga dapat diperoleh informasi yang jelas, sehingga 

bisa membantu pada penelitian ini, dan penelitian ini dapat di identifikasi 

dengan apa yang diperkenalkan baru-baru ini.
86

 Penelitian yuridis normatif 

merupakan penelitian dengan menjadikan hukum selaku bangunan sistem 

norma, terkait asas, norma, perundangan, putusan pengadilan serta doktrin.
87

 

Hal yang menjadi pengkajian yaitu konsep aturan yang berlaku pada 

masyarakat yang menjadi rujukan perbuatan tiap manusia. Penelitian ini 
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fokusnya kepada inventarisasi hukum positif, asas-asas, doktrin serta 

penemuan hukum, perbandingan dan sejarahnya.
88

 

B. Pendekatan Penelitian  

Penelitian hukum Normatif ialah metode dilaksanakan dengan 

menelaah data sekunder. Pendekatan normatif bisa disebut sebagai penelitian 

hukum doktrinal yang mana jenis penelitian ini seringkali hukum disebut 

seperti yang tercantum dalam PUU atau hukum dijadikan pedoman manusia 

dalam bertingkah laku.
89

 

Berdasarkan dengan penelitian normatif-yuridis dalam kaitannya  

penelitian memakai beberapa pendekatan yaitu:  

1. Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach)  

Pendekatan perundang-undangan atau “statute approach” ialah 

pendekatan yang dilaksanakan kepada ketentuan yang mempunyai kaitan 

yakni Undang Undang dan regulasi bersangkut paut dengan isu hukum 

yang ditanangi.
90

 Penulis menelaah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum  dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 

2016 tentang pemerintah daerah sebagai rujukan untuk melakukan 

penelitian.  
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2. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach)  

Pemahaman konsep yang dipakai tentang penggabungan bahan 

hukum  yang kemudian memiliki arti dalam istilah hukum. Menjadi ushaa 

untuk menggali arti baru yang tersirat dalam istilah yang ditelaah.
91

 

Pendekatan konsep berasal dari bahasa Inggris: concept dan sedangkan 

dalam bahasa latin merupakan: conceptus yang berarti memahami, 

menerima, dan menangkap. Jadi, pendekatan konsep merupakan suatu 

pendekatan yang memahami unsur-unsur abstrak yang ada dalam alam 

pikiran.
92

  

C. Jenis dan Sumber Hukum 

Guna menunjang penulisan skripsi ini, maka ada beberapa bahan 

hukum yang digunakan, antara lain yakni: 

1. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan. 

a. Undang Undang Dasar Tahun 1945  

b. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 

tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 6109) 

c. Undang Undang  Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 

2016 nomor 130, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5898) 
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d. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang  Kekuasaan 

Kehakiman (Lembar Negara 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Negara  Nomor 4964) 

e. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara (Lembaran Negara 1986/Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3344) 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang 

memberikan penjelasan terkai dari hukum primer, misalnya memuat 

buku, jurnal, artikel, internet, dan sebaginya yang singkron dengan 

permasalahan yang akan dibahas.
93

   

Berikut ini bahan hukum sekunder yang digunakan dalam 

penelitian antara lain :  

a. Buku : 

1) Abdullah Rozali , Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2001) 

2) Abdullah Rozali ,Hukum Acara Peradilan Tata Usaha 

Negara,(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005) 

3) Abubakar Rifa‟I, Pengantar Metodologi Penelitian, 

(Yogyakarta:Suka-Pres, 2021). 

4) Achmad Edi Subiyanto, Hakim Konstitusi Kekuasaan Kehakiman 

dan Pengisian Jabatan, ( Depok : Rajawali press, 2019)  

5) Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian 

Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). 

6) Dedi Iswantara, Sistem Pemilihan Umum, (Jakarta: Azka Press, 

2008). 

7) Djam‟an Satori, Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, 

(Bandung: Alfabeta, 2013). 

8) Eny Kusdarini, Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam 

Hukum Administarasi Negara, (Yogyakarta: UNY Press,2014). 
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9) Estu Bagijo Himawan, Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi 

(Perwujudan Negara Hukum  yang Demokrasi melalui wewenang 

Mahkama Konstitusi dalam Pengujian Undang Undang), 

(yogyakarta: laksbang grafika, 2014). 

10) Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum 

Normatif dan Empiris  Cetakan IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2017). 

11) Fajlurrahman Jurdi, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: 

Prenamedia Group,2019). 

12) Frans Magnis Suseno, Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah 

Filosofis, (Jakata:Gramedia,1997). 

13) Frenk, Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di 

Indonesia Menurut Fiqh Siyasah, ( Fakultas Syariah IAIN Raden 

Intan Lampung). 

14) Gunawan Suswantoro, Pengawasan Pemilihan Umum 

Partisipatif:Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi 

Indonesia, (Jakarta:Erlangga,2015). 

15) Hajar M. ,Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan 

Fiqh, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2001). 

16) Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. 

(Bandung: Nusa Media, 2016). 

17) Isra Saldi Dan Khairul Fahmi, Pemilihan Umum Demokratis, 

(Depok: PT. Rajagafarindo Persada,2019). 

18) Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, 

(Jakarta: Konstitusi Press, 2006). 

19) Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, 

(Jakarta : Sinar Grafika, 2020). 

20) Jimly Asshiddiqie, Pengatar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: 

Rajawali Press,2014). 

21) Johan Baher Nasution, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 

(Bandung: Cv. Mandar Maju, 2014). 

22) Johny Ibrahim,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, 

(Depok: Prenadamedia Group, 2018). 

23) Johny Ibrahim, Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif 

(Malang: Bayumedia Publishing, 2007). 

24) Kansil, Hukum Acara Peradilan Tata Udaha Negara, (Jakarta : 

Penabar Swadaya, 2003) 

25) Kuswanto, Politik Hukum Pilkada Langsung, (Malang: Setara 

Press, 2021). 

26) Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta : Yayasan 

Obor Indonesia, 2004). 

27) Mexsasai Indra, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia, 

(Bandung: Refika Aditama,2011). 

28) Moh. Mahfud, Poltik Hukum Di Indonesia ,(Jakarta : Rajawali 

Press,2020). 
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29) Mohammad Syaiful Aris, Hukum Pemilu Filosofi Dan Prinsip 

Pemilihan Umum Dalam UUD 1945, (Malang: Setara Press,2021), 

30) Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram : Mataram 

University Press,2020 

31) Muhammad Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1 

(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). 

32) Muhammad Syaiful Aris, Hukum Pemilihan Umum, (Malang: 

Setara Press, 2021). 

33) Nurul Qamar, Perbandingan Sisitem Hukum Dan Peradilan, 

(Makassar: Refleksi Aets,2010). 

34) Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,  (Jakarta : Kencana, 

2017). 

35) Peter Mahmud,Penelitian Hukum, (Jakarta:Kencana Prenada 

Media Group,2005). 

36) R. Suswantoro, Hukum Acara Peradilan tata Usaha Neara, 

(Jakarta Timur: sinar grafika,2019). 

37) Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: 

Antasari Press, 2011), 

38) Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, ( Jakarta: Rajawali, 

2017) 

39) Riski Febriananda Putra,Sistem Pemilihan Presiden Di Indonesia, 

ubiversitas Ekasaktia. 

40) Sandu Sitoyo, Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitrian, (Sleman: 

Litrasi Media Publishing,2015). 

41) SF Marbun,Peradilan Tata Udaha Negara, (Yokyakarta: liberty 

2003). 

42) Soedarsono, Mahkama Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi: 

Pnelesaian Snegketa Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 Oleh 

Mahkama Konstitusi (Jakarta, Sekretariat Jendral Dan Kepanitraan 

Mahkama Konstitusi, 2006) 

43) Soehino, hukum tata Negara, (Yogyakarta: BPEF-

Yogyakarta,2003). 

44) Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:UI 

Press, 1986). 

45) Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah, (Jember: IAIN 

Jember, 2019). 

46) Universitas Islam Negeri Jember,Pedoman Penulisan Karya 

Ilmiah,(Jember:UIN Jember,2021). 

47) Victor Situmorang, Soedibyo, Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha 

Negara, (Jakarrta: Rineka Cipta,1992) 

48) Yuslim, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: 

Sinar Grafika,2016). 
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b. Jurnal : 
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4) Hulwana Rifqi Qonita, tinjauan undang-undang nomor 32 tahun 

2009 tentnag perlindungan dan pengelolan lingkungan hudup 
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D. Analisa Bahan Hukum 

Beberapa bahan hukum UUD 1945 , Buku, Jurnal, yang sudah 

dikumpulkan dan diteliti maka akan ditelaah dan dikumpulkan sesuai 

kebutuhan, yang nantinya akan dianalisis lebih rinci lagi dengan tujuan untuk 

menjawab rumusan masalah yang ada di skripsi ini. Dalam analisis bahan 

hukum ini dibagi menjadi 2 yakni primer dan sekunder yang digolongkan 

sesuai kebutuhan dan dianalisis dengan teori tentang hukum dengan harapan 

bisa menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

cara dokumenter yang mana dilakukan dengan cara mencari dan 

mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan. Dokumenter di sini bisa melalui 

suatu media yang tertulis dan dokumen lainya seperti buku atau jurnal yang 

mendukung terkait Urgensi Peradilan Khusus Pemilihan Umum Khusus 

Kepala Daerah Pasca Penetapan Hasil Pilkada Pengambilan data dilakukan di 

perpustakaan Universitan Jember, Perpustakaan Universitas Islam Negeri 

Jember, Perpustakaan Kabupaten Jember, Perpustakaan Sidoarjo. 

F. Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan bagaimana usaha-usaha dari peneliti guna 

mendapatkan keabsahan data-data yang ditemukan di lapangan. Maka perlu 

diteliti kredibilitasnya agar bisa memperoleh temuan yang absah.
94

 Pada 

penelitian kualitatif, ada beberapa cara untuk menguji kredibilitas atau 
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kepercayaan terhadap data yang sudah dikumpulkan yaitu antara lain, 

triangulasi, perpanjangan pengamatan, diskusi dengan teman sejawat, analisis 

kasus negative, membercheck, peningkatan ketekunan dalam penelitian.
95

 

Teknik yang digunakan untuk memeriksa abash atau tidaknya dalam 

skripsi ini yaitu menggunakan teknik triangulasi ini memeriksa dan meneliti 

ulang data atau informasi yang sudah didapatkan. Pemeriksaan data ini bisa 

dilakukan ketika atau sebelum data dianalisis. Metode triangulasi ini bisa 

meningkatkan akurasi data dan derajat kepercayaan. Dalam penggunaan 

teknik triangulasi ini, datanya bisa dipengaruhi oleh kredibilitas informannya, 

waktu pengungkapan, kondisi yang sedang alami.
96

 Penelitian ini 

memanfaatkan sumber data, guna mendapatkan data yang dibutuhkan dari 

beberapa sumber buku atau jurnal yang berbeda guna  menjawab rumusan 

masalah pada penelitian ini.  

Berikut ini beberapa jalan dari triangulasi antaralain:  

1. Membandingkan sumber hukum yang di peroleh dari buku dan jurnal  

2. Membandingkan  isu isu hukum yang terdapat dari beberapa sumber yang 

saling berkaitan  

3. Membandingkan hambatan dari berbagai sudut pandang terhadap kahsus 

yang diteliti.
97
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G. Tahap-Tahap Penelitian 

1. Menelaah hukum sesuai dengan realitanya dan memilah data atau 

informasi yang tidak digunakan. 

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum misalnya undang-undang, buku, jurnal  

yang berkaitan dengan penelitian. 

3. Melakukan analisis terhadap isu hukum yang di sajikan sesuai dengan 

bahan hukum yang telah di kumpulkan. 

4. Menarik kesimpulan dalam suatu bahan hukum yang menjawab isu 

hukum
98 
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BAB IV 

PEMBAHASAN  

A. Gambaran Objek Penelitian  

Pelaksanaan Pilkada yang ada di Indonesia dilaksanakan secara 

demokratis yang mana demokrasi ini dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam 

pelaksanaan Pilkada dilakukan secara langsung oleh masyarakat.
99

 

Sesuai dengan definisi sengketa diatas, maka dapat diketahui 

bahwasanya Pemilu juga terdapat sengketa pada prosesnya, hal ini tercantum 

dalam UU Pemilu/ 2017 pada pasal 466 yakni: 

 “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta 

Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu 

sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU 

Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.”
100

 

 

Tabel 4.1 

Pemilihan Umum Dari Tahun Ke Tahun 

 

No  Masa  Tahun  

1. Orde Lama 1945 – 1965 

2. Orde Baru 1965 – 1998 

3. Reformasi 1998– Sekarang  

Sumber Tabel : Muhammad Syaiful Aris Hukum Pemilihan Umum 2021 

Pada era refomasi, Presiden Soeharto sudah mengakhiri sebagai Kepala 

Negara. Mahkamah Agung mengambil sumpah kepada BJ. Habibie yang 

sebelumnya pernah menjabat menjadi Wakil Presiden. Pemerintahan BJ. 

Habibie hanya dari tahun 1998 sampai 1999.  Terdapat pro dan kontra di 

                                                           
99

 Dewi Iriani, Wafdah Vivid Iziyana, Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Dan Persepsi 

Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, Justitia Jurnal Hukum Volume 3, Nomor 1 April 

2019,68. 
100

 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia 

Nomor 6109) 



71 

 

 

masyarakat terkait pengangkatan Presiden ini. Pihak pro memandang bahwa 

pengangkatan BJ. Habibie sudah konstitusional akan tetapi pihak kontra 

memandang jika BJ. Habibie bisa menjadi kelanjutan dari era Soeharto dan 

cara pengangkatannya dinilai tidak konstitusional. 

Pemilihan Umum tahun 1999 berhasil membuat Indonesia menuju 

sistem politik yang demokratis. Namun perlu diperhatikan jika masih terdapat 

banyak catatan dalam penyelenggaraan, misalnya keanggotan partai politik 

yang terdapat dalam KPU, Panitia Pemilihan Indonesia dan adanya 

ketidakpastian terkait penetapan hasil Pemilihan Umum. Akibat dari adanya 

ketidakpastian ini, BJ Habibie sebagai kepala negara memiliki tanggung jawab 

untuk menetapkan hasil Pemilihan Umum.
101

 Pada tahun 1999, merupakan 

penyelenggaran Pemilihan Umum yang dipandang paling demokratis. 

Pemilihan Umum ini dilaksanakan dengan asas LUBER JURDIL. Setelah 

berakhirnya masa jabatan Presiden BJ. Habibie, pada sidang MPR-RI muncul 

dua calon Presiden yakni Abdurrahman Wahid Megawati Soekarnoputri. Pada 

Pemilihan Umum ini dimenangkan oleh Abudurrahman Wahid.
102

 

Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Era Pasca Revormasi  Semangat 

pada era reformasi mendesak melaukan amandemen Uundang-Undang Dasar 

1945 yang melakukan pembatas kekuasaan tinggi Negara dan kewenangan 

presiden, maka dari itu sistem ketatanegaraan berubah, secara berdiri sendiri 

dan tidak ada lembaga tinggi Negara. Dampaknya, pemilihan umum  secara 

langsung dilakukan pada tahun 2004 dalam pemilhan presiden dengan 

                                                           
101

 Indra Pahlevi, Dinamika Sistem Pemilihan Umum Masa Transisi Di Indonesia, Politicia, 

Volume 5, Nomor 2, November, 2014, 111. 
102

 Dedi Iswantara, Sistem Pemilihan Umum, (Jakarta: Azka Press, 2008), 13. 



72 

 

 

terbentuknya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan 

presiden dan wakil presiden.
103

 

Reformasi merupakan satu langkah demokrasi yang terlahir di 

Indonesia setelah lebih dari 10 tahun terakhir terlepas dari masa orde baru 

yang dikenal dengan era diktator. Masa revormasi merupakan masa yang 

sangat berat bagi Indonesia, dimana masa tersebut terjadi perubahan sistem 

dan suasana yang berbeda dengan masa orde baru, maka dari itu Indonesia 

akan dihadapkan dengan bermacam-macam persoalan. Salah satunya yaitu 

pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan pemilihan umum dan demokrasi 

merupakan persoalan yang mendapatkan respon serius oleh seluruh komponen 

bangsa Indonesia.
104

 

Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dikatakan sebagai salah 

satu bentuk nyata pelaksanaan otonomi daerah, rakyat dapat langsung memilih 

para pemimpin yang dilakukan secara langsung. Pemilihan kepala daerah 

yaitu memilih gubernur di tingkat provinsi, bupati/walikota di tingkat 

kabupaten/kota. Pilkada tersebut  di pilih secara langsung oleh rakyat.
105

 Hal 

tersebut berdasarkan  Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4)  yakni 

gubernur atau bupati/walikota yang berada di tingkat provinsi atau 
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kabupaten/kota dilakukan pemilihan kepala daerah secara demokratis yang 

mana dipilih langsung oleh rakyat.
106

  

Setelah reformasi perlunya dibuat suatu kebijakan dalam pemilihan 

umum kepala daerah untuk keikutsertaan masyarakat dalam pilkada tersebut. 

Kedaulatan rakyat, dengan menjamin rakyat terlibat penuh dalam 

perencanaan,  pengaturan,  pelaksanaan,  pengawasan  dan  penilaian  

pelaksanaan  fungsi-fungsi  kekuasaan merupakan wujud dari ide adanya 

pemilihan umum. Pemilihan  umum  berupaya  mendorong  dan  

mengakomodasi  suara  rakyat  untuk  memilih  dan  dipilih. Maka dari itu 

partisipasi masyarakat sangat penting karena rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan, kepemimpinan harus dijalankan.
107

 

Undang-Undang yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah 

mengalami beberapa perubahan dari tahun ke tahun antara lain yakni: 

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan 

daerah  

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas 

undang-undang 32 tahun 2004 

3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota 

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan 

pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang 

pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menjadi undang-undang  

5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas 

undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan 

pemerintah pengganti undang-undang  nomor 1 tahun 2014 tentang 

pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang  

6) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas 

undang undang nomer 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan 

pengganti undang-undang 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, 

bupati, dan walikota menjadi undang-undang. 
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B. Data Analisis  

1. Urgensi Badan Peradilan Khusus pemilihan umum Kepala daerah 

yang berwenang dalam menangani sengketa  pasca penetapan hasil 

pemilihan  Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah?  

Sejarah Peradilan Khsuus Indonesia dikenal dengan istilah 

peradilan, peradilan khusus dipahami sebagai antonim dari pengertian 

peradilan pada umumnya yang berjenjang mulai dari peradilan tingkat 

pertama di Pengadilan Negeri, peradilan tingkat banding di Pengadilan 

Tinggi sampai peradilan tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Sebelum 

Indonesia merdeka, ketiga jenjang peradilan tersebut bermula dari badan-

badan peradilan yang sudah eksis dalam sistem peradilan Hindia Belanda, 

yaitu Landraad yang dijadikan Pengadilan Negeri, Raad van Justitie yang 

menjadi Pengadilan Tinggi, dan „Hogeraad‟ yang dkembangkan menjadi 

Mahkamah Agung. Karena itu, semua pengadilan di luar lingkungan 

peradilan biasa pada umumnya tersebut di atas disebut Pengadilan Khusus, 

seperti Pengadilan Agama. Pada tahun 1920 dibentuk pula Mahkamah 

Konstitusi yang merupakan lembaga peradilan konstitusi pertama di dunia. 

Semua bentuk peradilan itu tidak dilihat sebagai bentuk peradilan khusus, 

melainkan berkembang menjadi pengertian lingkungan peradilan yang 

tersendiri. Semua jenis lembaga peradilan tersebut dikelompokkan ke 
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dalam empat macam peradilan, yaitu: Peradilan Tata Negara, Peradilan 

Tata Usaha Negara, Peradilan Pidana, dan Peradilan Perdata.
108

  

Bahwa berdasarkan pendekatan perundang-undangan membahas 

tentang Peradilan khusus Pemilihan Umum sebenarnya telah disebutkan 

dalam Undang Undang  Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 

UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 157 UU Nomor 10 

tahun 2016 menyebutkan, Ayat (1) “Perkara perselisihan hasil pemilihan 

diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.” Dalam ayat (2) 

disebutkan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.” Pasal 157 

Ayat (2) berisi ketentuan badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud 

Ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu serentak nasional. Pasal 

157 Ayat (3) menyebutkan perkara perselisihan penetapan perolehan suara 

hasil pemilihan diperiksa dan diadili Mahkamah Konstitusi sampai 

dibentuknya badan peradilan khusus.
 109

 Namun pada implementasinya 

saat ini Badan Peradilan Khusus belum di bentuk, jadi badan yang 

menangani sengketa hasil Pemilihan Umum  (Pilkada) yaitu Mahkamah 

Konstitusi.   

Mahkamah Agung salah satu lembaga yang diberi tanggung jawab 

lebih atau diberi tanggung jawab khusus oleh Undang-Undang  adalah 

Badan Peradilan Khusus. Namun Badan Peradilan Khusus ini tidak secara 
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langsung menjadi titik acuan yang biasanya disebut yuridis dalam 

Uundang-Undang  berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

akan menangani sengketa pilkada langsung, akan tetapi bisa dibentuk 

untuk menjadi solusi yuridis atas masalah yuridis tertentu di tengah 

masyarakat, diantaranya pilkada langsung. 
110

 

Pembentukan badan peradilan khusus untuk menangani sengketa 

hasil pilkada di Indonesia harus dilihat dari berbagai perspektif landasan, 

baik itu landasan filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Landasan filosofis 

merupakan landasan yang menggambarkan pembentukan suatu hal harus 

mempertimbangkan pandangan hidup dan cita hukum yang dimuat dalam 

falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan 

UUD NRI 1945. Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan 

Pancasila dan UUD NRI 1945, tujuan dasar dari Negara hukum adalah 

memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi warga 

negaranya. Sehingga, membentuk suatu lembaga peradilan yang bersih 

dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat perlu 

diwujudkan dalam penyelenggaraan Negara. Untuk itu, dalam rangka 

mewujudkan seorang kepala daerah yang demokratis, jujur, dan 

berintegritas harus menciptakan badan peradilan yang mandiri dan 
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merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan khususnya dalam 

menangani perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Indonesia.
111

 

Penyelesaian sengketa hasil pilkada saat ini oleh Mahkamah 

Konstitusi memunculkan beberapa persoalan karena Mahkamah Konstitusi 

pada akhirnya terjebak pada paradigma tafsir yang digunakan dalam 

konstruksi pilkada. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-

XI/2013, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak lagi berwenang untuk 

menyelesaikan sengketa Pilkada, ketentuan tersebut berbunyi: 

“Penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara 

perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan memperluas makna 

pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 adalah 

inkonstitusional.  

Alasan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut 

sebagai berikut: 

a. Pasal 22E ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 tidak 

memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk 

mengadili sengketa hasil Pilkada. 

b. Pilkada bukan termasuk kedalam ruang lingkup Pemilihan Umum 

sehingga penanganan perselisihannya bukan menjadi kewenangan 

Mahkamah Konstitusi.
112
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Kebutuhan untuk membentuk badan peradilan khusus dalam rangka 

menyelesaikan sengketa hasil pilkada didasarkan pada ketentuan Pasal 157 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota.
113

  Sebagai Negara hukum, Indonesia 

harus memegang prinsip jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman 

dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara merdeka untuk 

menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut penting untuk mewujudkan 

kekuasaan kehakiman yang independen dan imparsial.
114

 Menegakkan 

hukum diartikan sebagai upaya untuk menegakkan norma dalam ketentuan 

perundang-undangan secara nyata agar sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku dan menegakkan keadilan memiliki arti pemeliharaan 

terhadap tatanan hukum positif melalui penerapan yang sesuai dengan jiwa 

dan tatanan hukum dengan keadilan berdasarkan hukum.
115

 

Konstitusionalitas pembentukan badan peradilan khusus dalam 

penyelesaian sengketa hasil Pilkada di Indonesia tidak perlu secara 

limitatif ditentukan dalam konstitusi secara tertulis yaitu naskah UUD NRI 

1945, karena untuk menguji konstitusionalitas atau tidaknya suatu hal juga 

perlu dilihat dari sesuai atau tidak dengan nilai-nilai konstitusi yang hidup 

dalam praktek ketatanegaraan, nilai-nilai dan perilaku politik hukum yang 

hidup dalam masyarakat, dari  aspek  hak  warga  negara  Pilkada  
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langsung  merupakan  wujud  dari  adanya  pemenuhan  hak  warga  

negara.  Untuk  mewujudkan  hak  tersebut,  maka  Pilkada  langsung  

memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam  mewujudkan  

pemerintahan  daerah  yang  demokratis.  Pemerintahan  daerah  yang  

demokratis  tersebut  ditandai  dengan  adanya  partisipasi  masyarakat  di  

dalam  pengisian  jabatan kepala daerah.
116

  

Dasar konstitusionalitas pembentukan badan peradilan khusus 

sangat dimungkinkan tanpa limitasi yang tegas dalam Undang Undang 

dasar Tahun 1945. Keberadaan badan peradilan khusus tidak dapat 

dilepaskan dari konsep kekuasaan kehakiman karena peradilan khusus 

merupakan subsistem  dari sistem peradilan yang telah digariskan oleh 

konstitusi. Selain itu, aspek konstitusionalitas lainnya dalam pembentukan 

badan peradilan khusus yaitu jaminan independensi kelembagaan maupun 

independensi hakim serta konsistensi dalam pelaksanaan dengan seluruh 

sistem peradilan yang ditentukan. Yang terpenting, aspek 

konstitusionalitas pembentukan badan peradilan khusus tidak menyimpang 

dari norma-norma yang ada yang sudah ditentukan dalam salah satu 

lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 27 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman.
117
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2. Konsep Badan peradilan khusus Pemilihan Umum dalam menangani 

sengketa hasil Pemilihan Umum pasca penetapan hasil Pemilihan 

Umum Kepala Daerah ? 

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 memberikan kewenangan 

kepada pembentuk Undang Undang untuk membentuk badan peradilan 

khusus, termasuk badan peradilan khusus yang mempunyai kewenangan 

untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung. Badan peradilan 

khusus penyelesaian sengketa Pilkada tersebut harus dibentuk di bawah 4 

(empat) badan peradilan yang ada, terdapat dalam undang undang 

kekuasaan kehakiman.  

Pasal  1 angka 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

menentukan bahwa Peradilan Khusus yang mana mempunyai kewenangan 

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tentu yang hanya dapat 

di bentuk dalam lingkungan badan peradilan yang berada di bawah MA 

yang di atur dalam Uundang-Undang.
118

 Jadi badan peradilan yang di 

bawah naungan MA mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili, 

dan memutus suatu perkara tertentu.  

Pada Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 

berbunyi Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu 

lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
119

 Jadi pada Pasal 25 ayat (1) 
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Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bawasanya 

peradilan khusus di bawah MA yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, 

Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Maka, Peradilan 

khusus dapat dibentuk melalui lingkungan Peradilan tersebut. 

Badan peradilan khusus yang ditentukan dalam Pasal 157 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwasanya 

badan peradilan khusus memiliki kewenangan untuk memeriksa dan 

mengadili hasil perselisihan pemilihan umum.
120

 sebaiknya peradilan 

khusus ini dibentuk di bawah peradilan tata usaha negara, mengingat 

sengketa hasil Pilkada langsung merupakan sengketa administratif yang 

menilai keabsahan keputusan penyelenggara Pilkada langsung terkait hasil 

Pilkada langsung.
121

 

Pentingnya pemebentukan PTUN di Negara Indonesia sebagai 

Negara hukum yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 

1945. Untuk menjadikan suatu Negara yang tertata dalam kehidupan yang 

sejahtera. Dalam Negara tersebut yang dimana persamaan kedudukan 

masyarakat terjamin di dalam hukum kesamaan hak perseorangan dilihat 

dari pandangan hidup serta kepribadian bangsa dan Negara. Keselarasan 
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dalam aparatur Negara dalam bidang Tata Usaha Negara dengan warga 

Negara atau masyarakat.
122

 

Berdasarkan hukum pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Setiap tindakan penguasa harus berlandaskan dengan ketentuan hukum 

saat ini Negara yang dijuluki Negara hukum harus memberikan 

perlindungan dalam suatu hak asasi manusia dari perbuatan sewenang-

wenang oleh penguasa. Unsur-unsur yang harus memenuhi dalam suatu 

Negara Hukum yaitu :  

a. Melindungi suatu hak asasi manusia  

b. Tindakan pemerintah harus berlandaskan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

c. Terdapat aturan yang jelas tentang pembagian atau pemisahan 

kekuasaan  

d. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara. 

Unsur keempat yang menjelaskan tentang suatu Peradilan Tata 

Usaha Negara yang mandiri dari tahun 1990 yang masih belum menjadi 

kenyataan, akan tetapi dengan mengandalkan Undang-Undang Nomor 5 

tahun 1986 yang dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1991 tentang peraturan pemerintah, yang mana memulai dilakukanya 

Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. 
123

 

Pada pasal 145 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang 

menjelaskan kalau Undang-undang tersebut mulai berlaku disaat undang 
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undang ini di sahkan pada tanggal 14 Januari 1991 yang mana 

penerapannya melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 

Nomor 8 dan dimulainya 5 Pengadilan Tata Usaha Negara dan 3 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang akan menjalankan tugasnya 

masing-masing pada saat setelah pembentukanya. Pengadilan Tata Usaha 

Negara berkedudukan di Kabupaten/Kota dan daerah hukum meliputi 

Kabupaten/Kota, akan tetapi sampai saat ini daerah kabupaten/kota belum 

seluruhnya terdapat Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu suatu 

daerah hukum PTUN dilihat dalam keputusan presiden dalam 

pembentukan PTUN tersebut. Sedangkan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara berkedudukan di Provinsi dan daerah hukum yang meliputi 

Provinsi, pada saat ini daerah provinsi seluruhnya sudah dibentuk PTTUN 

kecuali daerah yang baru saja terbentuknya daerah provinsi. seperti 

provinsi: Maluku utara, Gorontalo, Banten.
124

 

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tetang 

Peradilan Tata Usaha Negara dapat diambil dua alasan penting terkait 

dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara antara lain yaitu: 

a. Diperuntukan guna memberikan perlindungan kepada hak-hak 

perorangan sekaligus hak masyarakat atas tindakan sewenang-wenang 

penguasa yang merugikan kepentingan warga. 

b. Bagi pemerintah wajib secara terus menerus membina, 

menyempurnakan, dan menertibkan aparatur dibidang Tata Usaha 
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Negara dengan tujuan agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, 

bersih, dan berwibawa, serta dalam melaksanakan tugasnya selalu 

disesuaikan dengan hukum yang dilandasi semangat dan sikap 

pengabdian kepada masyarakat sehingga terciptanya aparatur 

pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, dan berwibawa. 

Tujuan dari adanya Peradilan Tata Usaha Negara yaitu guna 

mengembangkan dan memelihara administrasi Negara yang tepat menurut 

hukum atau undang-undang ataupun secara efektif maupun efisien. 

Dengan kata lain PTUN diharapkan bisa menyelesaikan sengketa antara 

badan atau pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat yang dapat 

merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional. PTUN 

diharapkan mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan 

kepastian hukum, sehingga bisa memberikan pengayoman kepada 

masyarakat khususnya  dalam hubungan antara badan atau pejabat Tata 

Usaha Negara dengan masyarakat. Maka dari itu suatu perselisihan pilkada 

akan di berikan dalam ranah administrasi di Peradilan Tata Usaha 

Negara.
125

 

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Memiliki kewenangan untuk 

menyelesaikan sengketa TUN sejalan dengan ketentuan pasal 47 UU 

Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sengketa hasil 

pemilihan umum kepala daerah merupakan salah satu bagian dari sengketa 

administrasi yang masuk dalam kewenangan PTUN untuk 
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 Victor Situmorang,Soedibyo, Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarrta: Rineka 

Cipta,1992),17-18. 
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menyelesaikannya karena hasil data yang tidak sesuai yang menimbulkan 

sengketa dari hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang di 

sebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). 

Pandangan islam mengenai pemilihan pemimpin dalam suatu 

Negara atau Daerah sangat menganjurkan untuk memilih dan mentaati 

seorang pemipin atau khalifah disuatu Negara agar bisa menegakkan 

keadilan untuk kemaslahtan umat. Peran Pembentukan Badan Peradilan 

Khusus sangat penting dibutuhkan dalam membantu menyelesaiakn 

sengketa hasil pemilihan untuk memilih seorang Pemimpin yang akan 

menduduki kursi kepemimpinan Daerah. Tujuan untuk memilih seorang 

Guberbur, Bupati, dan Walikota pada 5 tahun mendatang yang nantinya 

harus bertanggung jawab kedepannya. Salah satu ayat Al-Qur‟an yang 

berisi tentang anjuran untuk membetuk suatu badan yang nantiya menjabat 

dalam suatu negara  yaitu pada: 

An Nisa ayat (59) 

                        

                           

             

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasul 

(Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara 
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kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, 

maka kembalikanlah kepada Allah (Al- Qur‟an) dan Rasul 

(Sunnahhnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih 

baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa ayat 59).”
126

 

Ayat tersebut menjelaskan terkait pentingnya mentaati ulil amri 

atau pemimpin. Mentaati seorang pemimpin hukumnya wajib karena 

sudah dijelaskan dalam ayat Al-Qur‟an. Maka untuk bisa menghasilkan 

seorang pemimpin dibutuhkan sarana beruapa Pemilihan Umum. Hal ini 

diharapkan semua masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk memilih 

maka wajib untuk menyuarakan hak pilihnya. Maka dari itu, tidak memilih 

pemimpin atau untuk membentuk badan yang akan menyelesaikan 

sengketa hasil pemilihan pemimpin di suatu Daearh . Menurut ayat 

tersebut Pemilu atau pul Pilkada menjadi hal yang wajib untuk memilih 

seorang pemimpin. Mengacu pada ayat ini, peran Badan Peradilan Khusus 

menjadi sangat penting guna mensosialisaasikan terkait urgensi Pemilu 

dan meminimalisir hasil sengketa yang timbul yang di selesaikan oleh MK 

melainkan badan peradilan ksusu yang nnati membantu memimpin atau 

menyelesaikan snegketa yang ada agar semua masyarakat mengetahui 

pemimpin yang bertanggung jawab dan tanpa ada kecurangan. 

C. Kajian Temuan  

Setelah melakukan pencarian dari beberapa sumber data yang diperoleh 

dari buku, jurnal, website, dan lain lain. Maka dalam penelitian ini akan 

dilakukan analisis data yang bertujuan guna memperoleh hasil temuan dari 
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 Al-Qur‟an Hafalan (Aliqa), Q.S. An-Nisa Ayat 59, (Cordoba: Bandung), Edisi Cetak 

Januari 2021. 
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rumusan masalah di atas. Berikut ini disajikan tabel temuan pada saat 

melakukan penelitian. 

Tabel 4.1 

Hasil Temuan Penelitian. 

 

No  Fokus Penelitian  Hasil Temuan 

1. Mengapa perlu 

terbentuknya Badan 

Peradilan Khusus 

pemilihan umum 

Kepala daerah yang 

berwenang dalam 

menangani sengketa  

pasca penetapan 

hasil pemilihan  

Kepala Daerah dan 

wakil Kepala 

Daerah ? 

Berikut ini hasil temuan yang sudah teranalisis 

penelitian : 

- Dibentuknya badan peradilan khusus untuk 

menangani sengketa hasil pilkada di Indonesia 

harus dilihat dari berbagai perspektif landasan, 

baik itu landasan filosofis, yuridis, maupun 

sosiologis. Mengenai sejarah dari tahun ke 

tahun pemilhan umum dilakukan secara 

langsung pada tahun 2004 sedangkan 

pemilihan kepala daerah dilakukan pada tahun 

- Sengketa hasil pilkada saat ini oleh MK 

dengan memunculkan beberapa persoalan 

karena MK  pada akhirnya terjebak pada 

paradigma tafsir yang digunakan dalam 

konstruksi pilkada. Dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, MK  

menyatakan tidak lagi berwenang untuk 

menyelesaikan sengketa Pilkada, ketentuan 

tersebut berbunyi: “Penambahan kewenangan 

Mahkamah Konstitusi untuk mengadili 

perkara perselisihan hasil pemilihan kepala 

daerah dengan memperluas makna pemilihan 

umum yang diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 

1945 adalah inkonstitusional. 

- Alasan hukum Mahkamah Konstitusi dalam 

putusannya tersebut sebagai berikut: 

a. Pasal 24C ayat (1)  tidak 

menjelaskan mengenai wewenang MK 

untuk menyelesaikan sengketa hasil 

Pemilihan Kepala Daerah  

b. Pilkada bukan dalam ranah 

Pemilihan Umum sehinggga 

penanganan perselisihan bukan 

tanggung jawab MK 

maka dari itu penyelesaian sengketa harus di 

peradilan khsuus. 

 

2. Bagaimana konsep Konsep yang diajukan dalam penelitian ini 
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Badan peradilan 

khusus Pemilihan 

Umum dalam 

menangani sengketa 

hasil Pemilihan 

Umum pasca 

penetapan hasil 

Pemilihan Umum 

Kepala Daerah ? 

 

mengenai pembentukan peradilan khsusus 

diarahkan dalam PTUN/PTTUN dikarenakan:   

- Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 

Tahun 2009 menjelaskan: Pengadilan khusus 

hanya dapat dibentuk dalam salah satu 

lingkungan peradilan yang berada di bawah 

Mahkamah Agung. 

- Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2015 yang menjelaskan bahwasanya 

badan peradilan khusus memiliki kewenangan 

untuk memeriksa dan mengadili hasil 

perselisihan pemilihan umum.  

 

 

1. Urgensi Badan Peradilan Khusus Pemilihan Umum Kepala Daerah 

Yang Berwenang Dalam Menangani Sengketa Pasca Penetapan 

Hasil Pemilihan  Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah? 

Sistem yang menopang Negara Hukum terdapat beberapa 

signifikan antara konsep Rechtsstaat dan konsep Rule of Law. Konsep 

Rechtsstat lahir diperjuangkan menentang pemerintahan tanpa adanya 

peraturan perundang-undangan disertai dengan keputusan tertinggi 

berada di penguasa yang membuka konsep untuk orang yang memiliki 

pengaruh besar pada masyarakat mengenai perubahan social yang terjadi 

dalam waktu cepat. Sebaliknya konsep the Rule of Law berkembang 

secara evolusioner yang mengartikan sifat mewariskan suatu populasi 

organisme dari satu generasi ke generasi lainya.
127

  Konsep rechtsstaat 

bertumpu pada sistem continental yang di sebut civil law, sedangkan Rule 

of Law bertumpu pada sistem yang disebut common law. Karakteristik 

civil law adalah pelaksanaan pemerintah berdasarkan Hukum Positif 
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 Himawan estu bagijo,  Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi (Perwujudan Negara Hukum  

yang Demokrasi melalui wewenang Mahkama Konstitusi dalam Pengujian Undang Undang), 

(yogyakarta: laksbang grafika, 2014),34. 
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(Adminsistratif), sedangkan karakteristik Common Law adalah 

yurisprudensi yang dimana adalah putusan hakim (yudisial).
128

 

Beberapa sumber data yang diperoleh telah dianalisis Sangat Perlu 

terbentuknya Peradilan khsusus dalam pemerintahan Indonesia dalam 

pemilihan kepala daerah. Negara Indonesia adalah Negara hukum yang 

dimana semua perilaku yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 

1945 dan peraturan-peraturan lainya sudah banyak di terapkan. Salah 

satunya dalam pemilihan umum Kepala Daerah juga diatur dalam suatu 

undang undang tertentu dan sistematis struktur pemilihanya juga sudah 

tertata. Akan tetapi, banyaknya sengketa melainkan sengketa hasil 

pemilihan umum kepala daerah masih terdapat perselisihan hasil 

pemilihan. 

Ranah Pilkada untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan 

tidak lagi berwenang untuk diselesaikan oleh Mahkama Konstitusi. 

Dikarenakan tugas MK yaitu: 1.Menguji undang-undang terhadap UUD 

1945, 2.Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, 3.Memutus pembubaran 

partai politik, 4.Memutus perselisihan tentang hasil pemilu, 5.Memberi 

keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden telah 

melakukan pelanggaran hukum. Dari kelima tugas MK tersebut tidak ada 

wewenang MK untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. 
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 Nurul Qamar, Perbandingan Sisitem Hukum Dan Peradilan, (Makassar: Refleksi 

Aets,2010).25. 
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Suatu pembentukannya untuk  mewujudkan  hak  tersebut,  maka  

Pilkada  langsung  memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam  

mewujudkan  pemerintahan  daerah yang  demokratis.  Pemerintahan  

daerah  yang  demokratis  tersebut  ditandai  dengan  adanya  partisipasi  

masyarakat  di  dalam  pengisian jabatan kepala daerah.  Dalam suatu 

pemilihan terdapat perselisishan hasil pemilihan umum kepala daerah 

Pembentukan Badan Peradilan khusus dalam rangka menyelesaikan 

sengketa hasil pilkada juga harus sesuai dari norma-norma yang ada yang 

sudah ditentukan dalam salah satu lingkungan peradilan dibawah 

Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Keberadaan badan peradilan khusus tidak dapat dilepaskan dari 

konsep kekuasaan kehakiman karena peradilan khusus merupakan 

subsistem dari sistem peradilan yang telah digariskan oleh konstitusi.  

Selain itu, aspek konstitusionalitas lainnya dalam pembentukan badan 

peradilan khusus yaitu jaminan independensi kelembagaan maupun 

independensi hakim serta konsistensi dalam pelaksanaan dengan seluruh 

sistem peradilan yang ditentukan. 

2. Konsep Badan Peradilan Khusus Pemilihan Umum Dalam 

Menangani Sengketa Hasil Pemilihan Umum Pasca Penetapan Hasil 

Pemilihan Umum Kepala Daerah ? 

Badan Peradilan  yang berada dibawah naungan Mahkama Agung  

mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu 
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perkara tertentu. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 pasal 1 angka 8 menentukan bahwa Peradilan Khusus yang mana 

mempunyai kewenangan unuk memeriksa, mengadili, dan memutus 

perkara tentu yang hanya dapat di bentuk dalam lingkungan badan 

peradilan yang berada di bawah MA yang di atur dalam Undang-Undang. 

Dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 

2009 yang mana menjelaskan Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk 

dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah 

Agung.  Lembaga peradilan yang dinaungi Mahkama Agung antara lain : 

Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata 

Usaha Negara. 

Bahwasanya badan peradilan khusus memiliki kewenangan untuk 

memeriksa dan mengadili hasil perselisihan pemilihan umum. sebaiknya 

peradilan khusus ini dibentuk di bawah peradilan tata usaha negara, 

mengingat sengketa hasil Pilkada langsung merupakan sengketa 

administratif yang menilai keabsahan keputusan penyelenggara Pilkada 

langsung terkait hasil Pilkada langsung. Pentingnya pemebentukan 

Peradilan Tata Usaha Negara dalam suatu Negara hukum. Untuk 

menjadikan suatu Negara yang tertata dalam kehidupan yang sejahtera.  

PTUN sudah berdiri pda tahun 1990 akan tetapi belum maksimal 

dalam menjalankanya, dan mulai disahkan pada tanggal 14 Januari 1991 

yang mana penerapatnya melalui Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1991 Nomor 8 dan dimulainya 5 Pengadilan Tata Usaha Negara 
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dan 3 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang akan menjalankan 

tugasnya masung-masing pada saat setelah pemebentukanya dijelaskan 

dalam pasal 145 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang menjelaskan 

kalau Undang-undang tersebut mulai berlaku. 

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Memiliki kewenan untuk 

menyeleaikan sengketa TUN sejalan dengan ketentuan pasal 47 UU 

Nomor 5 tahun 1986 tenteng Peradilan Tata Usaha Negara. Sengketa hasil 

pemilihan umum kepala daerah merupakan salah satu bagian dari sengketa 

administrasi yang masuk dalam kewenangan PTUN untuk 

menyelesaiakanya karena hasil data yang tidak sesuai yang menimbulkan 

sengketa dari hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang di 

sebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Dibentuknya badan peradilan khusus untuk menangani sengketa hasil 

pilkada di Indonesia harus dilihat dari berbagai perspektif landasan, baik 

itu landasan filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Mengenai sejarah dari 

tahun ke tahun pemilhan umum dilakukan secara langsung pada tahun 

2004 sedangkan pemilihan kepala daerah dilakukan pada tahun 2007. 

Sengketa hasil pilkada saat ini oleh MK dengan memunculkan beberapa 

persoalan karena MK  pada akhirnya terjebak pada paradigma tafsir yang 

digunakan dalam konstruksi pilkada. Dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, MK  menyatakan tidak lagi 

berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pilkada, ketentuan tersebut 

berbunyi: “Penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk 

mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan 

memperluas makna pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 22E UUD 

NRI 1945 adalah inkonstitusional. Alasan hukum Mahkamah Konstitusi 

dalam putusannya tersebut sebagai berikut: Pasal 24C ayat (1)  tidak 

menjelaskan mengenai wewenang MK untuk menyelesaikan sengketa 

hasil Pemilihan Kepala Daerah, Pilkada bukan dalam ranah Pemilihan 

Umum sehinggga penanganan perselisihan bukan tanggung jawab MK. 

Maka, dari itu penyelesaian sengketa harus di selesaikan diperadilan 

khsuus. 
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2. Konsep dari dibentuknya badan peradilan khusus yang menangani 

sengketa Pilkada ini dibentuk atas dasar peraturan yang mengatur. 

Peradilan khusus ini hanya menangani sengketa yang berkaitan dengan 

Pilkada yang tidak masuk dalam ranah Mahkamah Konstitusi untuk 

menyelesaikan sengketa tersebut. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

Memiliki kewenan untuk menyeleaikan sengketa TUN sejalan dengan 

ketentuan pasal 47 UU Nomor 5 tahun 1986 tenteng Peradilan Tata Usaha 

Negara. Sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah merupakan salah 

satu bagian dari sengketa administrasi yang masuk dalam kewenangan 

PTUN untuk menyelesaiakanya karena hasil data yang tidak sesuai yang 

menimbulkan sengketa dari hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) yang di sebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).  

Konsep yang diajukan dalam penelitian ini mengenai pembentukan 

peradilan khsusus diarahkan dalam PTUN/PTTUN dikarenakan pada  

Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan: 

Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan 

peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, dan Pada Pasal 157 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menjelaskan 

bahwasanya badan peradilan khusus memiliki kewenangan untuk 

memeriksa dan mengadili hasil perselisihan pemilihan umum. 
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B. Saran 

1. Diharapkan adanya badan peradilan khusus yang terfokus dalam 

menangani permasalahan ataupun sengketa Pilkada sesuai dengan hukum 

yang mengatur dan perlu diterapkanya undang-undang tersebut. 

2. Diharapkan terbentuknya badan peradilan khusus yang menangani 

sengketa kewenangan hasil pemilihan umum kepala daerah sehingga 

penanganan terkait sengketa tersebut diselesaikan di PTUN. Hal itu 

disebabkan hasil keputusan KPU masuk kedalam bagian KTUN yang 

apabila terjadi permasalahan diselesaikan di PTUN .  
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